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TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) 
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Oleh 

 

ITA AWALULLAIL 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh belanja modal, Penanaman Modal 

Dalam Negeri (PMDN), tenaga kerja, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi-provinsi di 

Pulau Sumatera. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Analisis Data Panel dengan model regresi Fixed Effect Model (FEM) dengan 

variabel bebas yaitu belanja modal, PMDN, tenaga kerja, dan TIK sebagai variabel 

bebas. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel belanja modal dan PMDN 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB), sedangkan tenaga kerja dan TIK berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi-provinsi di Pulau 

Sumatera. 

 

Kata Kunci: Belanja Modal, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Tenaga 

Kerja, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

  



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

EFFECT OF CAPITAL EXPENDITURES, PMDN, LABOR, AND ICT 

ON THE GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT (GRDP) 

IN THE PROVINCES OF SUMATRA ISLAND IN 2015-2019 

 

 

By 

 

ITA AWALULLAIL 

 

 

This study aims to examine the effect of capital expenditure, Domestic Investment 

(DI), labor, and Information and Communication Technology (ICT) on the Gross 

Regional Domestic Product (GRDP) in the provinces on Sumatra Island in 2015-

2019. The analytical method used in this study is panel data analysis for the 

provinces on the Sumatra Island from 2015 to 2019 using the Fixed Effect Model 

(FEM) regression model. Gross Regional Domestic Product (GRDP) as the 

dependent variable and capital expenditure, Domestic Investment (DI), labor, and 

Information and Communication Technology (ICT) as the dependent variable. The 

result of this study show that capital expenditure and Domestic Investment (DI) 

variables have a positive and insignificant effect on Gross Regional Domestic 

Product (GRDP), while labor and Information and Communication Technology 

(ICT) have a positive and significant impact on Gross Regional Domestic Product 

(GRDP) in the provinces on the Island of Sumatra in 2015-2019. 

 

Keywords: Capital Expenditure, Domestic Investment (DI), labor, Information and 

Communication Technology (ICT), Gross Regional Domestic Product 

(GRDP) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah serangkaian usaha dan kebijakan 

yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, meratakan distribusi 

pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan hubungan 

ekonomi nasional maupun regional melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari 

sektor primer ke sektor sekunder dan tersier (Badan Pusat Statistik, 2020). 

Pembangunan ekonomi dibagi menjadi tiga unsur. Pertama, pembangunan ekonomi 

sebagai suatu proses yang berarti perubahan yang terus-menerus yang didalamnya 

mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru; kedua, 

pembangunan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan per kapita; ketiga, 

kenaikan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang (Suryana, 

2000).  

 

Untuk melihat perkembangan perekonomian, salah satunya dengan mengukur 

pertumbuhan ekononi dari perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang 

berlaku disuatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, 

perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi 

sektor jasa dan pertambahan industri barang modal yang dapat diukur 

menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Sukirno, 2010). 

Pertumbuhan ekonomi baik tingkat nasional maupun daerah memberi peranan 

penting bagi proses pembangunan ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh 

seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di 

suatu daerah menandakan semakin baik kegiatan ekonomi daerah. Berdasarkan 
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Gambar 1 perkembangan PDRB provinsi-provinsi di Pulau Sumatera mengalami 

peningkatan secara konstan dari tahun 2015-2019 baik berdasarkan harga berlaku 

maupun berdasaarkan harga konstan. 

 

Gambar 1. Grafik PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 

2010 pada Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera (Miliar Rupiah) 

Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik (2020) 

 

Gambar 1 menunjukkan bahwa nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas 

dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan di provinsi-provinsi di Pulau 

Sumatera mengalami peningkatan secara perlahan dan terus menerus dengan rata-

rata PDRB adhb sebesar 300273,5 miliar rupiah, dan PDRB adhk sebesar 213.966 

miliar rupiah. PDRB adhk tertinggi berada di Provinsi Sumatera Utara akibat 

totalitas produksi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar 

dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta industri pengolahan yang terus 

bertambah tiap tahunnya dan merupakan sektor dominan dari Sumatera Utara 

sehingga nilai PDRB terus meningkat tiap tahunnya. Sementara, provinsi dengan 

nilai PDRB terendah berada pada Provinsi Bengkulu dengan rata-rata PDRB 

sebesar 42145 miliar rupiah. Hal ini disebabkan karena melemahnya harga 

komoditas utama global seperti batubara akibat krisis dan ketidakpastian ekonomi 

global, dan menurunnya kategori pertanian akibat pengaruh cuaca. Kedua 

komoditas tersebut akhirnya mempengaruhi nilai PDRB Provinsi Bengkulu. 
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Meningkatnya PDRB suatu daerah menandakan semakin baiknya produktivitas 

masyarakat dalam menghasilkan produksi barang dan jasa. 

 

Sejak tahun 2001, pemerintah pusat mulai memberlakukan kebijakan otonomi 

daerah sebagai bentuk penyerahan wewenang yang lebih luas kepada pemerintah 

daerah dalam membuat dan mengurus kebijakan dibidang keuangan dan 

pengelolaan anggaran baik dari sisi pengeluaran maupun pendapatan. 

Desentralisasi pada sisi pengeluaran dan pendapatan merupakan cara untuk 

memotong defisit anggaran, meningkatkan efisiensi sektor publik, dan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena pemerintah daerah dirasa lebih 

mampu menyampaikan layanan publik sesuai dengan preferensi dan kebutuhan 

lokal yang efisien dan akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat 

baik pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional (Zhang and Zou, 1998). 

Penyerahan wewenang tersebut tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  

 

Pelaksanaan otonomi daerah harus diimbangi dengan kemampuan daerah dalam 

mengoptimalkan pengolahan keuangan, mempertimbangkan potensi, kondisi, 

kebutuhan daerah, dan penyelenggaraan dekonsentrasi. Sehingga, adanya otonomi 

daerah tidak hanya memberikan keuntungan namun juga memberikan tantangan 

sendiri bagi pemerintah pusat. Keuntungan penyerahan wewenang bagi daerah 

berupa kecepatan dalam pengambilan keputusan, pengambilan keputusan yang 

lebih sesuai dengan permasalahan, penghematan waktu, serta adanya keikutsertaan 

masyarakat lokal. Sementara, tantangan yang dihadapi yaitu kesulitan dalam 

menentukan strategi-strategi pembangunan dengan kondisi anggaran yang 

memadai. Daerah otonom dalam meningkatkan mutu pelayanan publik dan 

pembangunan daerah dituntut untuk menggunakan keuangan mandiri dari 

pendapatan asli daerah (PAD) dibanding mengandalkan dana perimbangan dari 

pemerintah pusat. Hal ini sering kali menjadi kesulitan bagi daerah otonom karena 

pendapatan asli daerah yang relatif lebih rendah. Oleh karena itu, diperlukan 

alternatif lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berupa pengoptimalan 



4 

 

belanja modal, penanaman modal, pemanfaatan sumber daya manusia, dan 

perkembangan TIK sebagai sumber daya baru. 

 

Syarat fundamental suatu pembangunan ekonomi adalah harus seimbangnya antara 

pengadaan modal pembangunan dengan pertambahan jumlah penduduk (Kuncoro, 

2004). Pembangunan infrastruktur merupakan bentuk pengadaan modal dari 

investasi dalam program pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah 

dalam meningkatkan pertumbuhan ekonoin daerah diformulasikan dalam bentuk 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD dapat menjadi 

parameter kinerja pemerintah dan mencerminkan kemampuan keuangan daerah 

serta menjadi salah satu tolak ukur dalam melihat keberhasilan dalam 

meningkatkan potensi perekonomian daerah.  

 

Hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi 

merupakan ukuran dari sektor publik yang mana pengeluaran pemerintah 

diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. 

Berdasarkan ruang lingkup ekonomi publik, belanja modal dalam APBD dan 

investasi swasta dianggap memiliki peran penting dalam meningkatkan 

produktivitas barang dan jasa terhadap PDRB. Belanja modal merupakan 

pengeluaran pemerintah yang masuk dalam kategori belanja langsung daerah. 

Bentuk belanja modal meliputi belanja modal untuk belanja tanah, belanja gedung 

dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud. Menurut Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, belanja modal adalah pengeluaran 

anggaran untuk perolehan aset tetap yang memberi manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi.  Pembelian aset tetap tersebut untuk pernyediaan berbagai sarana dan 

prasarana fasilitas penunjang aktivitas masyarakat dalam mendorong roda 

perekonomian daerah seperti peningkatan konektivitas dengan pembangunan jalan 

dan jembatan baru. Sehingga memudahkan masyarakat dapat melakukan kegiatan 

produktivitas dalam menghasilkan barang dan jasa yang dapat menghasilkan nilai 

tambah bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 
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Berdasarkan gambar 2 dapat dilihat bahwa realisasi belanja modal di provinsi-

provinsi di Pulau Sumatera tahun 2015-2019 mengalami peningkatan secara 

konstan. 

 

Gambar 2. Grafik Realisasi Belanja Modal di Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera 

(Miliar Rupiah) 

Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik (2020) 

 

Berdasarkan Gambar 2, Provinsi Aceh memiliki realisasi belanja modal tertinggi 

dari sembilan provinsi lainnya. Di tahun 2019, realisasi belanja modal Provinsi 

Aceh sebesar Rp. 3162 miliar meningkat 79% dari tahun sebelumnya. Hal ini 

menandakan bahwa adanya upaya pemerintah dalam memprioritaskan belanja 

modal untuk belanja produktif. Sementara anggaran belanja modal terendah berada 

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah rata-rata sebesar Rp 318 

miliar. Pengeluaran pemerintah berupa belanja modal seperti infrastruktur dapat 

mendukung peningkatan ekonomi. Adanya pembangunan infrastrukur dapat 

mendukung peningkatan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor publik. 

Oleh karena itu, menambah proporsi belanja modal untuk meningkatkan sektor 

publik merupakan keputusan yang tepat yang dilakukan pemerintah daerah dalam 

upaya meningkatkan ekonomi melalui PDRB di provinsi-provinsi di Pulau 

Sumatera. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan 

oleh Makrus (2017), Handayani (2017) dan Simanjuntak (2016) yang menyatakan 
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bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB). 

 

Selain belanja modal, penanaman modal dalam negeri juga memiliki peran dalam 

mencapai kondisi ekonomi yang mantab sebagaimana yang dijelaskan pada teori 

Harrod-Domar. Pembentukan penanaman modal merupakan langkah awal dari 

suatu kegiatan pembangunan. Penanaman modal berbentuk investasi swasta 

memainkan peranan penting dalam membentuk pola pembangunan di daerah 

(Zaris, 1987). Teori ekonomi mengartikan investasi sebagai pengeluaran untuk 

membeli barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan menambah barang 

modal yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. 

Investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) dapat mendorong 

perkembangan dunia usaha dan terciptanya kesempatan kerja yang dapat 

menstimulasi perkembangan perekonomian di suatu daerah. Provinsi-provinsi di 

Pulau Sumatera merupakan daerah yang sangat potensial bagi investor untuk 

menginvestasikan modalnya dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. 

Sehingga memicu pemerintah daerah untuk menyempurnakan kebijakan terkait 

investasi yang dapat menguntungkan pemerintah dan para investor. Meningkatkan 

investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri diharapkan dapat menjadi 

modal untuk meningkatkan produktivitas dalam menghasilkan output dan nilai 

tambah, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Kebijakan dalam 

penanaman modal dapat mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif 

bagi penanam modal untuk memperkuat daya saing perekonomian dan 

mempercepat peningkatan penanaman modal. Untuk itu perkembangan penanaman 

modal dalam negeri akan dijelaskan pada Gambar 2 dibawah ini.  
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Gambar 3. Penanaman Modal Dalam Negeri Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera 

(Miliar Rupiah) 

Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik (2020) 

 

Berdasarkan data statistik, realisasi investasi PMDN sepanjang tahun 2019 terbesar 

26292,2 miliar rupiah berada di Provinsi Riau. Provinsi Sumatera Utara terbesar 

kedua sebesar 19749 miliar rupiah dengan realisasi jumlah proyek sebanyak 1243 

unit. Sedangkan realisasi investasi terendah berada di Provinsi Lampung hanya 

sebesar 2915,2 miliar rupiah. Dan Provinsi Bengkulu dengan realisasi jumlah 

proyek sebesar 171 unit. Peningkatan jumlah realisasi investasi dan realisasi proyek 

PMDN secara rata-rata terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015. Hal ini 

seharusnya dapat membawa dampak bagi peningkatan PDRB di provinsi-provinsi 

di Pulau Sumatera. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Adi (2020), Khairunnisa (2017), dan Wardani (2014) yang menyatakan bahwa 

PMDN berpengaruh positif signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB). 

 

Selain belanja modal dan investasi, sasaran lain dalam upaya meningkatkan PDRB 

yaitu dari penyerapan jumlah tenaga kerja yang bekerja. Tenaga kerja yang bekerja 

merupakan faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya output daerah. Jumlah 

penduduk yang berada di Pulau Sumatera merupakan jumlah penduduk terbanyak 

ke dua setelah Pulau Jawa. Tetapi, apabila persentasi penduduk diperhatikan, Pulau 

Sumatera adalah pulau dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Indonesia 
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sehingga bertambahnya jumlah penduduk tiap tahunnya akan mempengaruhi 

besaran jumlah angkatan kerja dan memungkinkan pertumbuhan tersebut dapat 

menambah produksi. Jumlah penduduk paling banyak berada di Provinsi Sumatera 

Utara dengan jumlah rata-rata penduduk 13089 ribu jiwa, Provinsi Sumatera 

Selatan dengan jumlah rata-rata penduduk 7159 ribu jiwa dan Provinsi Lampung 

dengan jumlah rata-rata 6906 ribu jiwa. 

 

Tenaga kerja dalam pembangunan daerah merupakan faktor yang dapat 

menentukan laju pertumbuhan ekonomi daerah baik dalam sebagai tenaga kerja 

produktif maupun konsumen. Namun dalam hal ini, yang diharapkan dari 

banyaknya jumlah penduduk adalah sebagai tenaga kerja produktif. Tenaga kerja 

yang dimaksud adalah setiap orang yang mampu menghasilkan barang dan/atau 

jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun untuk masyarakat. Tenaga kerja 

yang bekerja merupakan faktor penting dalam proses produksi dari pada faktor lain 

(bahan mentah, air, tanah, dan sebagainya) karena yang menggerakkan dan 

mengelola sumber daya menjadi barang yang bernilai adalah tenaga dari manusia.  

Peningkatan produktivitas merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi, yakni 

sebagai leverage atau daya ungkit pertumbuhan dalam masa panjang. Jumlah 

tenaga kerja yang bekerja di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera dalam periode 

tahun 2015-2019 akan dijelaskan pada Gambar 3 berikut: 

 

Gambar 4. Tenaga Kerja di Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera 

Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) (2020) 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

O
ra

n
g

2015 2016 2017 2018 2019



9 

 

 

Berdasarkan Gambar 4, penyerapan tenaga kerja sepanjang tahun 2015-2019 

mengalami tren yang fluktuatif. Penyerapan tenaga kerja terbanyak berada di Pulau 

Sumatera Utara pada tahun 2019 sebesar 14.379.547 orang meningkat dari tahun 

sebelumnya yakni 14.161.605 orang. Hal ini seiring dengan meningkatnya juga 

jumlah penduduk yang di Provinsi Sumatera Utara. Sementara penyerapan tenaga 

kerja terendah berada di Provinsi Bangka Belitung yakni sebanyak 1.405.418 

orang dan lebih rendah dari tahun sebelumnya sebanyak 1.416.140 orang. Hal ini 

dapat terjadi karena tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Bangka Belitung 

masih cukup tinggi yakni menduduki urutan ke-9 se Indonesia. Tingkat pendidikan 

masyarakat pada umumnya didominasi dengan tingkat pendidikan SD sebesar 

44,69% sehingga hal ini dapat menggambarkan bahwa kualitas SDM masih rendah 

sehingga berpengaruh pada produktivitasnya. 

 

Meskipun demikian, upaya dalam meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) salah satunya dapat ditentukan dari banyaknya jumlah tenaga kerja yang 

bekerja sehingga dapat memungkinkan bertambahnya pula produktivitas 

masyarakat dalam menghasilkan barang dan jasa suatu daerah. Mengacu pada 

penelitian yang pernah dilakukan oleh Maisaroh (2018) menyatakan bahwa adanya 

hubungan positif dan signifikan tenaga kerja terhadap PDRB. Sedangkan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahman (2016) dan Menajang (2019) 

menyatakan bahwa tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

PDRB, hal ini mungkin saja terjadi karena minimnya keahlian tenaga kerja 

sehingga semakin banyak tenaga kerja namun output tumbuh tetap atau bahkan 

berkurang sehingga berakibat juga penurunan output sektor-sektor yang terdapat 

pada nilai PDRB. 

 

Dalam meningkatkan PDRB, teknologi informasi dan komunikasi saat ini sudah 

memberikan perannya dalam membantu baik dalam bentuk proses produksi barang 

dan jasa, maupun membantu sistem pemasaran dari barang dan jasa tersebut. 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sudah dianggap menjadi sumber daya 

baru bagi pertumbuhan ekonomi karena seluruh aspek kehidupan hampir tidak 

dapat lepas dari perkembangan teknologi. Belakangan ini teknologi informasi dan 
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komunikasi telah mengalami pertumbuhna yang luar biasa (Doucouliago, 2018). 

Stanley, Doucouliagos and Steel (2018) menjelaskan bahwa secara empiris dan 

teoritis bahwa TIK disepakati dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Peningkatan 

TIK dapat menyebabkan pertumbuhan, produktivitas dan lapangan kerja (Barroso 

dan Flores, 2020; vu Hanafizadeh dan Bohlin, 2020) hingga akhirnya melalui 

peningkatan kualitas hidup, persaingan daya saing berusaha, diversifikasi ekonomi, 

dan retensi bisnis dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Adanya TIK juga 

dapat mengurangi biaya transaksi dalam layanan keuangan secara drastis (Hasbi & 

Dubus, 2020). 

 

TIK yang dikenal juga dengan nama ICT Development Index oleh International 

Telecomunication Union (ITU) menimbang tiga subindeks yakni subindeks akses 

dan infrastruktu, subindeks penggunaan, dan subindeks keahlian. Komponen 

subindeks akses dan infrastruktur terdiri dari pelanggan telepon tetan per 100 

penduduk, pelanggan telepon seluler per 100 penduduk, Bandwith internet 

internasional per pengguna, persentase rumah tangga dengan komputer, dan 

persentase rumah tangga dengan akses internet. Komponen subindeks penggunaan 

terdiri dari persentase individu yang menggunakan internet, pelanggan fixed 

boardband internet per 100 penduduk, dan pelanggan mobile boardband internet 

aktif per 100 penduduk. Dan komponen subindeks terakhir yaitu subindeks keahlian 

terdiri dari rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar sekunder, dan angka 

partisipasi kasar tersier. Pertumbuhan TIK bukan hanya membantu dalam bidang 

e-commers melainkan telah menciptakan lapangan kerja baru, mendorong difusi 

informasi, meningkatkan pengembangan sumber daya manusia, dan eksternalitas 

jaringan (Adeleye & Eboagu, 2019) sehingga secara tidak langsung TIK juga dapat 

mendorong kebebasan ekonomi, stabilitas sosial dan politik, ekternalitas jaringan, 

serta efisiensi produktif. Dalam penelitian ini, pertumbuhan TIK yang ada di 

provinsi-provinsi di Pulau Sumatera akan disandingkan pada Tabel 3 berikut: 
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Tabel 1. Pembangunan Teknologi Povinsi-provinsi di Pulau Sumatera 

Provinsi 

Indeks Pembangunan Informasi dan Teknologi  

(Persen) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Aceh 4.14 3.41 3.93 4.66 4.89 

Sumatera Utara 4.29 3.69 4.45 4.94 5.19 

Sumatera Barat 4.69 4.24 4.79 5.12 5.24 

Riau 4.65 4.26 4.90 5.25 5.33 

Jambi 4.50 3.92 4.45 4.91 5.16 

Sumatera Selatan 4.27 3.80 4.40 4.81 4.90 

Bengkulu 4.70 3.93 4.54 4.88 5.20 

Lampung 3.76 3.32 3.94 4.50 4.82 

Kep. Bangka Belitung 4.51 4.00 4.49 4.89 5.24 

Kep. Riau 6.49 5.59 5.79 6.14 6.39 

Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) (2019) 

 

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa selama periode 2015 hingga tahun 2019 

relatif meningkat, Provinsi Kepulauan Riau memiliki rata-rata pertumbuhan 

teknologi tertinggi dibandingkan dengan Provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera 

dengan rata-rata sebesar 6,08 persen. Provinsi Riau memiliki rata-rata teknologi 

yang lebih rendah dari Provinsi Kepulauan Riau sebesar 4,88 persen. Provinsi 

dengan rata-rata teknologi yang lebih rendah dari Provinsi Riau adalah Provinsi 

Sumatera Barat sebesar 4,82 persen. Rata-rata provinsi yang lebih rendah 

selanjutnya adalah Provinsi Bengkulu sebesar 4,65 persen. Provinsi dengan rata-

rata teknologi yang lebih rendah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,62 

persen. Kemudian disusul Provinsi Jambi dengan rata-rata teknologi sebesar 4,59 

persen, Provinsi Sumatera Utara dengan rata-rata teknologi sebesar 4,51 persen, 

Provinsi Sumatera Selatan dengan rata-rata teknologi sebesar 4,43 persen, Provinsi 

Aceh dengan rata-rata teknologi sebesar 4,20 persen dan provinsi dengan 

pertumbuhan teknologi terendah di Provinsi Lampung yakni sebesar 4,07 persen.  

 

Secara umum, pembangunan TIK dibedakan menjadi empat kategori yaitu kategori 

sangat rendah (0,00-2,50), rendah (2,51-5,00), sedang (5,01-7,25) dan tinggi (7,26-

10,00). Perkembangan TIK di Pulau Sumatera termasuk dalam kategori rendah dan 

sedang. Meskipun masuk pada kategori tersbut, pembangunan TIK masing-masing 

provinsi tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut 
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menunjukkan adanya perbaikan pembangunan TIK tiap tahunnya, khususnya pada 

Provinsi Kepulauan Riau. 

 

Tingginya pembangunan TIK di Provinsi Kepulauan Riau karena Balai Besar 

Pengembangan SDM dan Penelitian Komunikasi dan Informasi (BBPSDMP 

Kominfo) sering melaksanakan fasilitas sertifikasi SKKNI bidang TIK dalam 

rangka menghadapi perkembangan global menuju ekonomi berbasis digital. 

Peningkatan kualitas SDM bidang TIK merupakan kunci peningkatan daya saing 

nasional di era global. Dengan demikian diharapkan TIK dapat memberikan 

kontribusi pada modal secara keseluruhan dan memudahkan produktivitas tenaga 

kerja dan modal. Luas wilayah Pulau Sumatera yang hampir mencapai 450 ribu km 

persegi dengan berbagai kepulauan di sekitarnya, menjadikan TIK semakin 

berpotensi sebagai sektor yang dapat berperan dalam mengatasi kendala geografis 

di Pulau Sumatera, sehingga dapat mempercepat proses pertukaran dan penyebaran 

informasi. TIK memiliki peran yang sangat penting untuk meminimalisir 

ketertinggalan antar provinsi-provinsi di Pulau Sumatera dengan mendukung 

distribusi pembangunan masing-masing daerah. 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengkaji secara teoritis dan statistik keadaan masing-masing provinsi untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh belanja modal, PMDN, tenaga kerja dan TIK 

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Sumatera tahun 2015-

2019. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka pokok permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah masing-masing variabel belanja modal, PMDN, 

tenaga kerja, dan TIK berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera? 
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2. Untuk mengetahui apakah variabel belanja modal, PMDN, tenaga kerja, dan TIK 

berpengaruh secara bersama-sama terhadap Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai 

berikut: 

1. Menguji dan menganalisis pengaruh masing-masing variabel belanja modal, 

PMDN, tenaga kerja, dan TIK terhadap Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh secara bersama-sama variabel belanja 

modal, PMDN, tenaga kerja, dan TIK terhadap Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Bagi Pemerintah 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam 

upaya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi-

provinsi di Pulau Sumatera. 

2.  Bagi Akademisi 

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya bahan kepustakaan dan mampu 

memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu, khususnya pada 

peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi-provinsi di 

Pulau Sumatera. 

3.  Bagi Peneliti 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah bahan informasi dan referensi dalam 

meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi-provinsi di 

Pulau Sumatera. 

 

  



 
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori 

1. Fungsi dan Peran Pemerintah 

Dalam perekonomian baik pada sistem kapitalis maupun sosialis, pemerintah 

senantiasa mempunyai peranan yang sangat penting. Pada sistem kapitalis 

pemerintah memiliki peranan yang sangat terbatas, sedangkan pada sistem sosialis, 

pemerintah memiliki peranan yang sangat besar. Definisi pemerintah dalam arti 

sempit adalah sebuah tingkatan atas dalam suatu lembaga. Sementara dalam arti 

luas, pemerintah terdiri dari semua organisasi yang dibebankan untuk mencapai dan 

melaksanakan keputusan untuk kepentingan publik. Menurut teori Adam Smith 

bahwa perekonomian pemerintah selalu memainkan peranan, di mana hanya 

memiliki 3 fungsi sebagai berikut: 

1) Fungsi pemerintahan untuk memelihara pertahanan dan keamanan negara. 

2) Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan. 

3) Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang publik atau barang-barang yang 

tidak disediakan oleh pihak swasta.  

 

Dari tiga fungsi pemerintahan tersebut, pemerintah berperan mengatur, 

memperbaiki serta mengarahkan sektor swasta untuk meminimalkan ketimpangan 

sosial dan mendorong perekonomian. Karena apabila pemerintah tidak 

melaksanakan tiga fungsi tersebut, maka dalam ekonomi kapitalis setiap orang akan 

melakukan apa yang terbaik bagi dirinya dan melakukan apa yang dianggap paling 

tepat. Sehingga akibatnya kebebasan ekonomi justru tidak dapat memuaskan 

kepentingan semua orang oleh karena adanya benturan-benturan kepentingan setiap 

orang. Dalam perekonomian modern saat ini, pemerintah memiliki tiga peranan 
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yaitu peran alokasi, peran distribusi, dan peran stabilisasi, yang akan dijabarkan 

lebih detail sebagai berikut: 

 

1.1. Peranan Alokasi 

Dalam peranan alokasi, pemerintah menghasilkan dan mengusahakan agar 

pengalokasian sumber-sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara efisien, hal 

ini karena tidak semua barang dan jasa dapat disediakan oleh sektor swasta. 

Pemerintah memiliki peran dalam menyediakan barang publik. Peran pemerintah 

dalam menyediakan barang publik dikarenakan adanya kegagalan pasar di mana 

sistem pasar tidak dapat menyediakan barang/jasa yang manfaatnya hanya 

dirasakan secara pribadi akan tetapi juga akan dinikmati oleh orang lain. Contoh 

dari barang publik adalah infrastruktur. Infrastruktur tidak dapat disediakan oleh 

pasar dikarenakan manfaatnya yang tidak bisa dikecualikan oleh orang lain dan 

tidak ada seorangpun yang dapat membayar biaya penyediaan barang tersebut oleh 

karena mereka hanya membayar sebagian kecil saja dari total biaya barang tersebut. 

Pengalokasian sumber daya harus dilakukan seefisien mungkin sehingga 

memaksimalkan laba bersih dari penggunaan mereka. Efisiensi alokasi tersebut 

mengacu pada situasi di mana keterbatasan sumber daya yang dilokasikan oleh 

pemerintah sesuai dengan keinginan konsumen.  

 

1.2. Peranan Distribusi 

Pemerintah memiliki peranan distribusi untuk mengusahakan agar anggaran 

pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan penamaman modal dalam negeri dapat 

didistribusikan sejalan dengan program pembangunan daerah yang sedang menjadi 

prioritas. Anggaran pemerintah memainkan peranan dalam pembangunan ekonomi 

baik daerah maupun negara. Pada anggaran pemerintah tersebut salah satu 

peranannya dikenal sebagai fungsi alokasi. Dalam fungsi alokasi, anggaran tersebut 

harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, 

serta mengoptimalkan perekonomian. Sehinga fungsi alokasi tersebut memiliki 

peranan penting dalam memenuhi kebutuhan publik.  

 

Selain itu, pemerintah juga mengusahakan agar distribusi pendapatan menjadi 

merata sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Distribui pendapatan tersebut 
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tergantung dari kepemilikan faktor-faktor produksi, permintaan dan penawaran 

faktor produksi, sistem warisan dan kemampuan memperoleh pendapatan. Salah 

satu masalah yang sering muncul dalam distribusi adalah tentang keadilan. 

Keadilan dalam distribusi tidak sepenuhnya berada dalam lingkup ekonomi, 

melainkan juga tergantung dari pada sudut pandang masyarakat dalam melihat 

keadilan itu sendiri. Dengan cara ini, pemerintah melakukan penyesuaian distribusi 

pendapatan melalui pungutan pajak progresif, yang mana beban pajak yang lebih 

tinggi diperuntukan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi, dan beban 

pajak yang rendah diperuntukan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan 

rendah. 

 

1.3. Peranan Stabilisasi 

Pemerintah memiliki peranan stabilisasi untuk meningkatkan kesepakatan kerja 

serta stabilisasi harga barang-barang kebutuhan ekonomi dan tingkat pertumbuhan 

ekonomi yang memadai. Kebijakan stabilisasi digunakan untuk mencapai tujuan 

makro secara optimal dengan penerapan bauran kebijakan yang terkoordinasi antara 

kebijakan satu dengan kebijakan lainnya. Salah satu penerapan bauran kebijakan 

yang banyak dikenal adalah bauran kebijakan fiskal-moneter (monetary-fiscal 

policy mix). 

 

APBD sebagai instrumen utama kebijakan fiskal lingkup daerah yang memainkan 

peranan penting dalam mencapai target pembangunan ekonomi yang telah 

ditetapkan. Peranan tersebut sejalan dengan salah satu fungsi APBD sebagai alat 

dalam memelihara dan menjaga keseimbangan dasar perekonomian daerah 

setempat. Untuk itu, salah satu anggaran APBD berupa belanja daerah melalui 

belanja modal dan penanaman modal swasta senantiasa perlu diarahkan untuk 

penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta yang utama untuk 

meningkatkan pertumbuhan perekonomian khususnya dari jumlah Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). 
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2. Pertumbuhan Ekonomi 

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produktif 

perekonomian secara berkesinambungan atau terus-menerus sepanjang waktu 

sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama 

semakin besar. Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi jika suatu negara atau daerah 

mampu menyediakan barang ekonomi hasil dari penggunaan faktor produksi jangka 

panjang dan diikuti oleh kenaikan pendapatan per kapita. Pendapatan tersebut 

dinyatakan dalam bentuk presentase perubahan pendapatan nasional pada tahun 

tertentu yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2010).  

 

Pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari proses pembangunan ekonomi itu sendiri. 

Di mana, pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan 

perubahan-perubahan, terutama perubahan pada struktu dan komposisi penduduk 

disertai dengan perubahan dari struktur ekonomi. Perubahan-perubahan tersebut 

dapat berwujud pada pendapatan nasional yang lebih tinggi, penyediaan lapangan 

kerja, dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2010). Kemajuan ekonomi suatu daerah 

merupakan salah satu indikator yang menunjukkan adanya keberhasilan 

pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah daerah melakukan alokasi dananya 

dalam bentuk pengeluaran pemerintah melalui belanja modal yang akan 

dibelanjakan dalam bentuk aset tetap sebagai prasyarat utama dalam memberikan 

pelayanan publik. 

 

Selain belanja modal, menurut Todaro (2006), ada tiga faktor utama pertumbuhan 

ekonomi. Pertama akumulasi modal, termasuk didalamnya berupa tanah, peralatan 

fisik dan sumber daya manusia melalui perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan 

dan keterampilan kerja. Kedua, pertumbuhan jumlah penduduk yang menyebabkan 

pertumbuhan angkatan kerja. Ketiga, kemajuan teknologi sebagai cara baru dalam 

menyelesaikan pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan 

Produk Domestik Bruto (PDB) tanpa melihat seberapa jauh kenaikannya dengan 

pertumbuhan penduduk atau dengan perubahan struktur ekonomi (Subandi, 2011). 

Secara konvensional, peningkatan persentasi Produk Domestik Bruto (PDB) 
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dianggap sebagai alat ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu negara, 

sedangkan untuk tingkat regional (daerah) dapat melalui Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB). 

 

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi 

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik  

a) Adam Smith 

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni pertumbuhan 

output total dan pertumbuhan penduduk (Arsyad, 1999). Tiga unsur pokok dari 

pertumbuhan ekonomi suatu negara ialah sumber daya alam, sumber daya 

manusia, dan sumber daya capital. Berlangsungnya perkembangan teknologi 

ekonomi diperlukan adanya spesialisasi dan pembagian kerja sehingga dapat 

menghasikan output, hal ini dikarenakan spesialisasi dalam proses produksi 

dapat meningkatkan keterampilan setiap pekerja dalam bidangnya dan 

pembagian kerja dapat mengefisienkan waktu dan dapat mendorong penemuan 

baru yang pada akhirnya akan mempercepat dan meningkatkan produksi. 

Ketersediaan modal merupakan syarat mutlak pertumbuhan ekonomi untuk 

mendorong spesialisasi kerja sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan 

skill pekerja. Meningkatnya keterampilan kerja dapat meningkatkan 

produktivitas pendapatan perkapita dan pertumbuhan output. 

 

b) David Ricardo 

Pertumbuhan ekonomi dari Teori Ricardo tidah jauh berbeda dengan Teori 

Adam Smith. Teori Ricardo dikemukakan pertama kali dalam bukunya yang 

diterbitkan pada tahun 1971 yang berjudul The Priciple of Political Economy 

and Taxation (Arsyad, 1999). Pertumbuhan ekonomi yang mengacu pada laju 

pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output. Selain itu, jumlah faktor 

produksi tanah (sumber daya alam) tidak bisa bertambah, sehingga akhirnya 

menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat. 

Perekonomian menurut Ricardo memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Jumlah tanah terbatas. 

2. Tenaga kerja (penduduk) 
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3. Meningkat atau menurunnya tergantung naik dan turunnya tingkat upah 

minimum. 

4. Akumulasi modal terjadi bila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik 

modal berada di atas tingkat keuntungan minimal yang diperlukan untuk 

menarik investor. 

5. Kemajuan teknologi terjadi sepanjang waktu. 

6. Sektor pertanian dominan. 

Pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) dapat menurunkan produksi marginal 

karena terbatasnya luas tanah disebut dengan istilah the law of diminishing 

returns. Jadi, dari segi faktor produksi tanah dan tenaga kerja memiliki kekuatan 

dinamis dalam menarik perekonomian kearah tingkat upah minimum. Peranan 

akumulasi modal dan kemajuan teknologi cenderung meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja, artinya dapat memperlambat bekerjanya the law of 

diminishing returns yang pada gilirannya akan memperlambat penurunan tingkat 

hidup kearah tingkat hidup minimal (Arsyad, 1999).  

 

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik  

a) Robert Solow 

Pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik pertama kali dirintis oleh seorang ekonom 

bernama Robert Solow dan Tevor Swan sejak tahun 1990-an. Teori ini 

menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada pertumbuhan 

faktor-faktor produksi (jumlah penduduk, tenaga kerja dan akumulasi capital) 

dan tingkat kemajuan teknologi. Dalam fungsi Cobb-Douglas, pertumbuhan 

ekonomi Neo-klasik menekankan peran modal sebagai faktor pentingnya 

(Jhingan, 1983).  

 

Model pertumbuhan Neo-Klasik merupakan salah satu pilar yang memberikan 

kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menambah faktor kedua 

yakni tenaga kerja dan faktor ketiga yakni teknologi. Teori Solow menggunakan 

asumsi skala hasil tetap (constan return to scale) dengan koefisien baku jika 

faktor output tenaga kerja dan modal di analisis secara bersamaan dan masih 

berpegang pada konsep skala kecil yang terus (diminishing return to scale) dari 

analisis terpisah dari input tenaga kerja dan modal.  
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Teori Neo-Klasik Solow memiliki model pertumbuhan seperti hanya perlu 

meningkatkan akumulasi kapital fisik (C), tenaga kerja (L), dan sumber daya 

manusia (H) dan efisiensi pengelolaannya. Kemuidan Solow juga menyatakan 

bahwa pertumbuhan ekonomi selain disebabkan akumulasi capital fisik atau 

modal dan penambahan tenaga kerja, perkembangan teknologi juga mampu 

meningkatkan produktivitas input. Perkembangan teknologi dalam model solow 

dianggap sebagai faktor eksogen. Selama teknologi masih terus berkembang, 

perekonomian akan terus tumbuh disebabkan meningkatnya produktivitas yang 

terus menerus. 

 

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynesian 

a) Harrod-Domar 

Teori pertumbuhan Harrod-Domar dikembangkan oleh Prof. R.F. Harrod (1948) 

di Inggris dan Evsey Domar (1957) di Amerika Selatan. Harrod mengemukakan 

teorinya pada tahun 1939 dalam Economic Journal, sedangkan Domar 

mengemukakan teorinya di tahun 1947 dalam jurnal A American Economic 

Review. Teori Harrod-Domar menganalisis jangka panjang melengkapi teori 

Keynes yang melihat dan menganalisis pertumbuhan ekonomi dalam jangka 

pendek. Peranan modal harus dipakai secara efektif, peranan modal yang 

dimaksud adalah investasi. Investasi menciptakan pendapatan atau dapat 

menciptakan dampak permintaan investasi, dan investasi juga memperbesar 

kapasitas produksi perekonomian dengan meningkatkan stok modal (dampak 

penawaran investasi). 

 

Asumsi pada teori ini didasarkan pada (Jhingan, 2008): 

1) Negara bersifat closed economy dan tanpa adanya campur tangan pemerintah, 

2) Barang modal dan tenaga kerja dipergunakan sepenuhnya pada taraf 

permulaan perekonomian, 

3) Kesamaan dalam kecenderungan menabung baik menabung rata-rata maupun 

menabung marjinal, 

4) Kecenderungan menabung marjinal tetap konstan, 
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5) Koefisien modal atau rasio stok modal terhadap pendapatan diasumsikan 

tetap, 

6) Tabungan dan investasi berkaitan dnegan pendapatan pada tahun yang sama, 

7) Tingkat harga umum dan tingkat suku bunga konstan, 

8) Tidak ada penyusutan barang modal yang diasumsikan memiliki daya pakai 

seumur hidup.  

Delapan asumsi tersebut diperlukan agar pertumbuhan ekonomi mencapai 

kondisi steady growth. Pertumbuhan ekonomi yang steady growth selalu 

menciptakan penggunaan sepenuhnya barang-barang modal dan keseluruhan 

kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar. 

 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut Sukirno 

(2013) sebagai berikut: 

1) Tanah dan Kekayaan alam lainnya 

Tanah dan kekayaan alam yang dimaksud meliputi luas dan kesuburan tanah, 

jumlah dan jenis hasil hutan dan hasil laut, keadaan iklim dan cuaca, serta 

jumlah dan jenis kekayaan barang tambang yang ada. Kekayaan alam yang 

dimiliki akan mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian 

suatu negara, terutama pada masa-masa awal pertumbuhan. Pertumbuhan 

ekonomi yang baru bermula di setiap negara terdapat banyak hambatan untuk 

mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi diluar sektor utama (pertanian 

dan pertambangan). 

2) Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja 

Jumlah penduduk yang kian bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi 

sebab pendorong pertumbuhan ekonomi maupun penghambat pertumbuhan 

ekonomi. Semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak jumlah 

tenaga kerja dan angkatan kerja. Peningkatan tenaga kerja tersebut harus di 

fasilitasi dengan pendidikan, kesehatan, latihan dan pengalaman kerja agar 

pertumbuhannya dapat mendorong perekonomian melalui produktivitas. 

Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi jumlah dan mutu 

penduduk dan tenaga kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

3) Barang-barang modal dan tingkat teknologi 
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Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, barang-barang modal dan 

teknologi adalah hal yang penting. Kemajuan teknologi menimbulkan 

beberapa efek positif pada kegiatan produksi, menimbulkan mutu dan barang-

barang baru dan tanpa meningkatkan harga produk tersebut. 

4) Sistem sosial dan sikap masyarakat 

Sistem sosial dan sikap masyarakat dapat menentukan sampai mana 

pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Sistem sosial dan sikap masyarakat bisa 

menjadi penghalang pertumbuhan ekonomi di negara berkembang jika sikap 

masyarakat masih berpegang erat pada adat istiadat yang dapat menghambat 

produksi modern dan produktivitas tinggi. Sikap masyarakat yang memberi 

dorongan terhadap pertumbuhan antara lain sikap berhemat untuk 

berinvestasi, sikap menghargai kerja keras, dan kegiatan lain untuk 

mengembangkan usaha. ditentukan oleh pertambahan kapasitas.  

 

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang 

digunakan untuk melihat perkembangan perekonomian daerah dari pertumbuhan 

ekonomi dimana pertambahan dan jumlah barang industri di produksi, 

perkembangan infrastruktur, pertambahan produksi sektor jasa, dan 

pertambahan industri barang modal yang berlaku disuatu daerah. PDRB menurut 

pengertian produksi adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

berbagai unit produksi dalam suatu wilayah dan dalam jangka waktu tertentu. 

PDRB terdiri dari atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB 

atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang 

dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sementara PDRB 

atas harga konstan menunjukan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang 

dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai 

harga dasar (Widodo, 2006). 

Manfaat yang didapat dari data Produk Domestik Regional Bruto adalah sebagai 

berikut: 

a. PDRB atas dasar harga berlaku/nominal untuk mengetahui kemampuan 

sumberdaya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah/ provinsi. Nilai 
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PDRB yang besar menunjukan kemampuan sumberdaya ekonomi yang besar 

pula, dan mengetahui pendapatan yang memungkinkan dapat dinikmati oleh 

penduduk suatu wilayah/provinsi.   

b. PDRB atas dasar harga konstan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi 

secara keseluruhan/setiap sektor ekonomi dari tahun ke tahun, dan 

mengetahui laju pertumbuhan konsumsi, investasi, dan perdagangan luar 

negeri, perdagangan antar pulau/antar provinsi. 

 

Produk Domestik Regional Bruto dapat disimpulkan sebagai nilai secara 

keseluruhan dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu daerah 

dalam waktu tertentu. PDRB juga merupakan jumlah nilai tambah yang timbul 

dari semua unit produksi suatu daerah dalam jangka waktu tertentu dan sebagai 

ukuran laju pertumbuhan ekonomi daerah. Perhitungan PDRB dibagi menjadi 

tiga pendekatan (Widodo, 2006) yaitu: 

1) Pendekatan Produksi 

Dengan pendekatan produksi, pendapatan  nasional dihitung dengan 

menjumlahkan nilai produksi barang atau jasa atau nilai tambah bruto (NTB) 

yang diwujudkan oleh sembilan sektor lapangan usaha pada suatu wilayah 

dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Sembilan sektor PDRB tersebut, 

yaitu sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri 

pengolahan; sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor bangunan/konstruksi; 

sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; 

sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa. 

Bentuk perhitungan PDRB pendekatan produksi sebagai berikut: 

PDRB = NTB1 + NTB2 + … + NTB9          (2.1) 

2) Pendekatan Pengeluaran 

Dengan pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional adalah jumlah nilai 

pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan 

modal tetap domestik bruto, perubahan stok, dan ekspor neto (ekspor 

dikurangi impor). 

Bentuk perhitungan PDRB pendekatan pengeluaran sebagai berikut: 

PDRB = C + I + G + NX            (2.2) 

3) Pendekatan Pendapatan 
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Dalam pendekatan pendapatan, PDRB diartikan sebagai jumlah balas jaasa 

yang diterima atas faktor-faktor produksi yang digunakan untuk mewujudkan 

barang dan jasa disuatu wilayah dalam periode tertentu (biasanya satu tahun). 

Balas jasa atas faktor produksi tersebut adalah tenaga kerja memperoleh upah 

dan gaji (w), tanah dan harga tetap lainnya memperoleh sewa (r), modal 

memperoleh bunga (i), dan keahlian keusahawan memperoleh 

laba/keuntungan (p). 

Bentuk perhitungan PDRB pendekatan pendapatan sebagai berikut: 

PDRB = w + r + i + p + pajak tidak langsung        (2.3) 

 

Berbagai teori telah menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Beberapa teori 

ekonomi lainnya juga menjelaskan berbagai teori yang menghubungkan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat penelitian. Ada teori ekonomi yang 

menjelaskan hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan pembangunan 

perekonomian secara makro. Pengeluaran pemerintah dan kegiatan 

pemerintahan semakin lama semakin meningkat, dengan kata lain disebut juga 

hukum “selalu meningkatnya peranan pemerintah” (Mangkoesoebroto, 1998). 

Peningkatan pengeluaran pemerintah disebabkan karena adanya peningkatan 

fungsi pertahanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, 

meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Di 

mana belanja daerah termasuk didalamnya adalah semua pengeluaran 

pemerintah daerah pada suatu periode anggaran yang penggunaannya 

diprioritaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

wewenang provinsi atau kabupaten/kota, salah satunya yaitu belanja modal. 

 

4. Belanja Modal 

a. Adolf Wagner 

Teori Adolf Wagner menjelaskan bahwa meningkatnya peran pemerintah dalam 

kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. 

Apabila pendapatan pemerintah per kapita meningkat maka pengeluaran 

pemerintah juga akan meningkat. Untuk itu, pemerintah harus mengatur 

hubungan yang timbul dalam kebudayaan, masyarakat, pendidikan, hukum, 

rekreasi dan sebagainya. Teori ini juga disebut sebagai organic theory of state 
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yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas 

bertindak berlepas dengan masyarakat. 

 

2. Rostow dan Musgrave 

Rostow dan Musgrave memperkenalkan hubungan perkembangan pengeluaran 

pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan dibedakan menjadi tiga, pertama 

tahap awal, yaitu terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi 

pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan 

fasilitas dan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan transformasi; 

kedua tahap menengah, yakni terjadinya pembangunan ekonomi, masih 

diperlukannya investasi pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

agar dapat semakin meningkat, dan peranan investasi swasta juga sangat besar; 

dan yang ketiga adalah tahap lanjut. provinsi. 

 

Pengeluaran pemerintah menurut Tambunan (2011) merupakan bagian dari 

kebijakan fiskal pemerintah yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan 

ekonomi. Mankiw (2006) menjelaskan pengeluaran pemerintah adalah 

pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa bagi pemenuhan pelayanan publik 

yang akan menyebabkan pertukaran output barang dan jasa dalam 

perekonomian. Bentuk pengeluaran pemerintah daerah berupa belanja daerah 

yang diprioritaskan untuk kewenangan provinsi atau kabupaten/kota. Menurut 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasat 1 

ayat 16, Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan. 

 

Belanja daerah dikategorikan menjadi dua klasifikasi, yakni belanja rutin dan 

belanja modal. Belanja rutin digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah sehari-hari seperti belanja keperluan administrasi umum, belanja 

operasi dan belanja pemeliharaan yang tidak langsung dinikmati oleh 

masyarakat. Sedangkan, belanja modal menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 18 tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Nasional tahun 2007 adalah semua pengeluaran negara yang dilakukan dalam 
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rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung 

dan bangunan, jembatan, serta belanja dalam bentuk fisik lainnya.  

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran untuk 

perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu 

periode akuntansi. Sementara, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 juga 

menjelaskan tentang belanja modal merupakan belanja daerah untuk 

pembelian/pengadaan/pembangunan aset tetap bersujud yang mempunyai nilai 

manfaat lebih dari dua belas bulan atau satu tahun, belanja modal tersebut 

digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti pembelian tanah; peralatan 

mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; dan aset tetap lainnya. 

Belanja modal terdiri dari: 

1) Belanja Publik 

Belanja modal diperuntukan pada investasi fisik yang mempunyai nilai 

ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan penambahan satu aset 

daerah. Belanja modal ini dapat dimanfaatkan secara langsung oleh 

masyarakat. 

2) Belanja Aparatur 

Belanja modal pada aktiva tetap dan aktiva tidak lancar. Manfaat belanja 

aparatur tidak dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat, melainkan 

dapat memberikan manfaat pada periode berjalan dan periode yang akan 

datang. 

 

Adanya kebijakan akuntansi mengenai batasan minimal nilai kapitalisasi 19 

suatu aset tetap atau aset lainnya (treshold capitalization) diharapkan menjadi 

pedoman bagi para pejabat/aparat dalam penyusun anggaran dan/atau penyusun 

laporan keuangan pemerintah dalam penetapan belanja modal baik pada waktu 

penganggaran maupun pelaporan keuangan pemerintah. Belanja pemerintah 

dapat dikatakan sebagai belanja modal jika:  

a) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset 

lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah. 
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b) Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau 

aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

c) Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. 

Peningkatan belanja modal dari APBD diharapkan dapat menjadi faktor 

pendorong timbulnya berbagai investasi baru di daerah dalam mengoptimalkan 

pemanfaatan berbagai sumber daya untuk kegiatan produksi sehingga akhirnya 

dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau 

Sumatera.  Halim dan Abdullah (2006), menunjukkan bahwa pengalokasian 

belanja modal berkaitan dengan ketersediaan pendanaan dari pendapatan daerah. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zuhroh (2018) yang menunjukkan 

bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional 

Bruto di Koridor Utara Selatan Provinsi Jawa Timur.  

 

5. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 

Investasi merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menaikkan standar hidup masyarakat 

dapat jangka panjang (Mankiw, 2003). Langkah awal dalam melakukan 

pembangunan ekonomi pada hakikatnya adalah melalui investasi. Investasi akan 

mendorong volume perdagangan dan volume produksi yang selanjutnya akan 

mendorong peningkatan volume produksi yang akan meningkatkan kesempatan 

kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

Investasi diartikan sebagai pembelanjaan penanaman modal untuk membeli 

barang produksi, untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa 

yang tersedia baik berasal dari investasi asing maupun investasi dalam negeri 

(investasi swasta). Menurut UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, 

modal dalam negeri merupakan modal yang bersumber dari negeri yang dimiliki 

oleh negara melalui kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di suatu 

wilayah oleh penanam modal yaitu perseorangan warga negara Indonesia, atau 

badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) dapat digunakan pemerintah daerah 
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untuk pengembangan modal yang nantinya dapat direalisasikan ke berbagai 

proyek sebagai penunjang kegiatan pembangunan suatu daerah. 

 

Peraturan yang menjamin keberadaan investasi tercantum dalam Undang-

Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). 

Kemudian undang-undang tersebut disempurnakan oleh UU No. 12 Tahun 1970. 

Penanaman Modal Dalam Negeri dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 

pasal 1 berisikan bahwa “modal dalam negeri” adalah: bagian dari kekayaan 

masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki 

negara maupun swasta asing yang berdomosili di Indonesia yang disisihkan atau 

disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur 

oleh ketentuan-ketentuan pasal 2 UU No. 12 tahun 1970 tentang penanaman 

modal asing. 

 

Teori Pertumbuhan Neo-Klasik 

Harrod-Domar menyatakan bahwa investasi merupakan kunci terpenting dalam 

pertumbuhan ekonomi (Jhingan, 2003). Disebut sebagai kunci terpenting 

pertumbuhan ekonomi karena dengan adanya pendapatan investasi dapat 

memunculkan suatu permintaan dan meningkatkan nilai dari kapasitas produksi 

dengan cara berupa meningkatkan stok modal sebagai dampak untuk 

memunculkan penawaran. Teori Harrod-Domar juga mengemukakan bahwa 

peranan pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang dianggap 

mampu untuk menambah potensi suatu perekonomian dalam menghasilkan 

barang dan mampu untuk menambah permintaan yang efektif bagi seluruh 

masyarakat. Todaro (2006) menjelaskan bahwa untuk meningkatkan 

perekonomian suatu negara perlu adanya investasi baru. Hal ini karena inti dari 

teori Harrod-Domar tersebut yaitu, di dalam perekonomian suatu negara dapat 

menyisihkan pendapatan nasionalnya untuk mengganti beberapa modal yang 

telah rusak menjadi baru. 

 

6. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja dalam proses pertumbuhan ekonomi merupakan sumber daya 

manusia yang wajib dimiliki karena memiliki peran penting bagi pertumbuhan 
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ekonomi. Menurut Teori Adam Smith, terdapat tiga unsur pokok dari 

pertumbuhan ekonomi suatu negara ialah sumber daya alam, sumber daya 

manusia, dan sumber daya capital. Menurut Undang-Undang Pokok 

Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bab 1 pasal 1 

mengenai ketentuan umum menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah setiap 

individu yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Jumlah penduduk yang 

secara potensial dapat memproduksi barang dan jasa di suatu negara pada suatu 

kurun waktu tertentu merupakan pengertian tenaga kerja menurut Badan Pusat 

Statistik (BPS). 

 

Secara garis besar, penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, 

yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Sedangkan menurut Subri (2003) 

tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) atau jumlah 

penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada 

yang meminta tenaga mereka dan mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.  

a. Klasifikasi Tenaga Kerja  

Klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokan tenaga yang disusun 

berdasarkan kriteria tertentu. Tenaga kerja dibagi menjadi tiga klasifikasi, 

yaitu: 

• Berdasarkan penduduk 

Tenaga kerja berdasarkan penduduk dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja 

dan bukan tenaga kerja. 

1) Tenaga kerja 

Tenaga kerja adalah jumlah penduduk yang dianggap dapat dan sanggup 

bekerja meskipun tidak ada permintaan kerja atas mereka. Menurut 

Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah 

penduduk yang berusia antara 15 tahun sampai 64 tahun. 

2) Bukan tenaga kerja 

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak 

mau bekerja meskipun ada permintaan kerja atas mereka, Menurut 

Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka adalah penduduk dengan usia 

diluar usia kerja, yaitu dibawah usia 15 tahun dan diatas usia 64 tahun. 
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• Berdasarkan batas kerja 

Tenaga kerja berdasarkan batas kerja dibagi menjadi dua Angkatan Kerja 

(AK) dan bukan Angkatan Kerja (bukan AK).  

1) Angkatan kerja 

Penduduk yang masuk dalam usia produktif yaitu 15-64 tahun yang sudah 

memiliki pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan. 

2) Bukan angkatan kerja 

Penduduk yang berusia 10 tahun keatas yang memiliki pekerjaan 

mengurus rumah tangga, bersekolah, dan sebagainya. 

• Berdasarkan keahlian 

1) Tenaga kerja terdidik 

Tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan 

melalui pendidikan ataupun pengalaman kerja. 

2) Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih 

Tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga. 

Penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja dibagi menjadi dua bagian, 

pertama, yang bekerja apabila melakukan pekerjaan dengan memiliki maksud 

memperoleh pendapatan dan lamanya bekerja minimal satu jam secara terus 

menerus selama seminggu yang lalu. Sedangkan bagi yang tidak bekerja atau 

sedang mencari kerja disebut dengan menganggur. 

 

Secara praktis, batasan umur merupakan pembeda antara tenaga kerja dan bukan 

tenaga kerja. Masing-masing negara memberikan batasan umur yang berbeda-

beda. Misal di Amerika Serikat, tenaga kerja menggunakan batasan umur 16 

tahun atau lebih, sedangkan dibawahnya bukan tergolong tenaga kerja. India 

menggunakan batas umur 14 sampai 60 tahun yang digolongkan sebagai tenaga 

kerja, selain daripada batasan umur tersebut tergolong bukan tenaga kerja. 

Sedangkan pada negara Indonesia, batas usia tenaga kerja menjadi 15 tahun 

sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang ketengakerjaan 

(Simanjuntak, 1998). 

 

Sedangkan secara tradisional, salah satu faktor positif yang dapat memicu 

pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan 
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angkatan kerja (AK) (Todaro, 2000). Ukurannya ketika jumlah tenaga kerja yang 

bekerja lebih besar akan menambah tingkat produksi, sedangkan jika 

bertambahnya jumlah penduduk yang lebih besar berarti mempengaruhi besaran 

pasar domestik menjadi lebih besar. Pengaruhnya terhadap PDRB tergantung 

pada kemampuan sistem perekonomian daerah dalam menyerap dan secara 

produktif memanfaatkan pertambahan tenaga kerja. 

 

Salvatore (2006) menjelaskan tentang fungsi produksi, yang mana fungsi 

produksi suatu barang dan jasa tertentu adalah Q = f (K, L) dimana K merupakan 

modal dan L adalah tenaga kerja. Fungsi produksi tersebut memperlihatkan 

jumlah maksimal suatu barang/jasa yang dapat diproduksi dengan kombinasi 

alternatif antara modal dan tenaga kerja, apabila salah satu masukan ditambah 

satu unit tambahan dan masukan lainnya dianggap tetap akan menyebabkan 

tambahan keluaran yang dapat diproduksi (Marginal Physcal Product). Namun, 

apabila jumlah tenaga kerja bertambah terus menerus dan tidak diikuti dengan 

faktor produksi lain maka peningkatan produktifitas lama kelamaan akan 

mengalami penurunan serta setelah mencapai tingkat keluaran maksimal setiap 

penambahan tenaga kerja akan mengurangi pengeluaran. Jumlah angkatan yang 

bekerja akan mengurangi ketersediaan lapangan pekerjaan. Semakin 

bertambahnya ketersediaan lapangan kerja akan menyebabkan total produksi di 

suatu daerah semakin meningkat.  

 

7. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah perpaduan antara teknologi 

komputer dan teknologi komunikasi, secara sempit TIK mencakup perangkat 

keras (hardware), perangkat lunak (software) dan peralatan telekomunikasi. 

Menurut Kementerian Negara Riset dan Teknologi (2006) TIK sebagai ilmu 

pengetahuan dan teknologi adalah semua teknologi yang berhubungan dengan 

pengambilan, pengumpulan, pengolahan penyimpanan, penyebaran, dan 

penyajian informasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa TIK adalah peralatan teknis 

yang digunakan untuk memproses dan menangani informasi, dan membantu 

komunikasi melalui perpaduan teknologi komputer dan teknologi dengan 
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menggunakan cara-cara inovatif untuk menyediakan penggunanya kepada akses 

informasi. 

 

Evolusi ekonomi sudah dimulai sejak abad ke-18 semula bersifat agraris hingga 

saat ini di mana perkembangan TIK sudah berkembang begitu pesat. Adanya 

perkembangan TIK maka berkembang juga ekonomi informasi, dimana manusia 

mayoritas menduduki tempat sentral dalam proses produksi. Pada tahap ekonomi 

informasi bahwa tidak lagi berfokus pada faktor produksi, tetapi lebih 

bedasarkan pada pengetahuan (knowledge based) dan berfokus pada informasi 

(information focused). Dalam hal ini, peranan teknologi kunci (enabler 

technology) dipegang oleh Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

 

Teori Pertumbuhan Neo-Klasik 

Secara teori pertumbuhan endogen berpendapat bahwa TIK memacu 

pertumbuhan melalui penciptaan produk baru, mempromosikan model dan 

proses bisnis baru (Kenny, 2003). 

 

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 

teknologi informasi dan komunikasi adalah kegiatan yang terdiri dari proses 

mengelola, memberikan dan memindahkan informasi antar sarana atau media. 

Teknologi informasi dan komunikasi terbagi menjadi dua yaitu teknologi 

informasi dan teknologi komunikasi (Munir, 2008). Teknologi informasi 

menurut Lucas (2000) adalah teknologi yang diterapkan untuk memproses dan 

mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik. Sedangkan informasi adalah 

seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, 

mengubah dan menggunakan informasi dalam segala bentuk. 

 

Nama teknologi informasi merupakan bentuk umum yang dapat 

menggambarkan setiap teknologi yang dapat membantu menghasilkan, 

memanipulasi, menyimpan, mengomunikasikan atau menyampaikan informasi 

(Suyanto, 2005). Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana yang terdiri 

dari sistem hardware, software dan useware serta metode untuk mengirimkan, 

mengelolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasi dan menggunakan data 

(Bambang, 2008). Banyak studi empiris yang membahas tentang pertumbuhan 
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TIK meningkatkan produktivitas. Efek Boardband mempengaruhi produktivitas 

Brazil dari tahun 2007 hingga 2011 (Jung dan Lopez-Bazo, 2020); telepon 

seluler memacu pertumbuhan ekonomi India dari tahun 2001 hingga 2012 

(Ghosh, 2016); TIK meningkatkan pertumbuhan ekonomi Australia 

(Shahiduzzaman dan Alam, 2014); dan VU (2013) meneliti pengaruh TIK pada 

pertumbuhan ekonomi Singapura dari tahun 1990 hingga 2008. 

 

Kemunculan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan 

memungkinkan dilaksanakan secara cepat, tetap dan akuran, sehingga akhirnya 

akan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Teknologi informasi dan 

komunikasi saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) tidak hanya bergelut dalam dunia komputer 

saja, bahkan bidang sains, perbankan, perpustakaan, teknik dan lainnya sudah 

menggunakan bantuan TIK. Karena pada dasarnya TIK ditujukan untuk 

memudahkan kehidupan manusia dalam mengelola efektivitas kinerjanya. itulah 

sebabnya teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadi salah satu bagian 

penting bagi perekonomian. Selain itu, TIK juga menjadi faktor yang dapat 

membantu memberi kemudahan dalam kegiatan ekonomi sehingga sangat 

signifikan meningkatkan pendapatan per kapita suatu negara (Tomse dan Snoj, 

2016). 

 

Indeks Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) telah 

dikembangkan oleh International Telecomunication Union (ITU) dengan tiga 

subindeks, terdiri dari: 

1) Subindeks Akses dan Infrastruktur 

a) Pelanggan teleon tetap per 100 penduduk 

b) Pelanggan telepon selular per 100 penduduk 

c) Bandwidth internet internasional per pengguna 

d) Persentase rumah tangga yang menguasai komputer 

e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses internet 

2) Subindeks Penggunaan 

a) Persentase penduduk yang menggunakan internet 

b) Pelanggan internet boardband tetap kabel per 100 penduduk 
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c) Pelanggan internet boardband tanpa kabel per 100 penduduk 

3) Subindeks Keahlian 

a) Rata-rata lama sekolah 

b) Angka partisipasi kasar sekunder 

c) Angka partisipasi kasar tersier 

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa IP-TIK adalah ukuran 

standar yang dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat pembangunan 

TIK suatu wilayah. Nilai TIK yang semakin tinggi menunjukkan 

pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah semakin 

pesat, sedangkan jika nilai indeks semakin rendah menunjukkan 

pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah relatif 

lambat. 

  

B. Penelitian Terdahulu 

Adapun beberapa hasil kajian atau penelitian terdahulu yang relevan dan dijadikan 

studi pustaka oleh penelitian ini adalah: 

Tabel 2. Ringkasan Hasil Penelitian 

No Peneliti Judul 
Variabel dan 

Metode Analisis 
Hasil 

1 Maikel 

Humiang, 

Vekie 

Rumate 

dan Steeva 

Tumang-

keng 

(2015). 

Analisis 

pengaruh 

investasi 

swasta, belanja 

modal, dan 

tenaga kerja 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi di 

Kota Manado 

tahun 2003-

2012. 

Variabel bebas: 

investasi swasta, 

belanja modal, dan 

tenaga kerja. 

Variabel terikat: 

pertumbuhan 

ekonomi. 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode Ordinary 

Least Square 

(OLS). 

Variabel investasi 

swasta, belanja 

modal berpengaruh 

positif tidak 

signifikan. 

Sedangkan tenaga 

kerja berpengaruh 

negatif dan 

signifikan terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi di Kota 

Manado. 
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2 Mohamad 

Makrus 

(2017). 

Pengaruh 

belanja modal 

terhadap 

PDRB pada 

Pendapatan 

Asli Daerah 

Kabupaten/kot

a di Provinsi 

Jawa Tengah. 

Variabel bebas: 

belanja modal. 

Variabel terikat: 

PDRB. Penelitian 

ini menggunakan 

metode penelitian 

purposive sampling 

melalui perangkat 

lunak SPSS. 

Secara parsial 

terdapat pengaruh 

positif dan signifikan 

dari belanja modal 

terhadap PDRB 

pemerintah 

kabupaten/kota di 

provinsi Jawa 

Tengah. 

3 Tino 

Handayani, 

Didik 

Susetyo, 

dan M. 

Syirod 

Saleh 

(2017). 

Pengaruh 

Belanja Modal, 

Infrastruktur 

dan Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

terhadao 

Produk 

Domestik 

Regional Bruto 

(PDRB) di 

Provinsi 

Sumatera 

Selatan. 

Variabel bebas: 

belanja modal, 

infrastruktur, dan 

IPM. Variabel 

terikat: PDRB. 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode penelitian 

regresi data panel 

dengan bantuan 

Eviews 8. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel belanja 

modal, infrastruktu 

jalan panjang dan 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia (IPM) 

secara bersama-sama 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

PDRB. Sedangkan 

untuk variabel 

Infrastruktur dan 

IPM berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap PDRB. 

4 Dian 

Kristina 

Simanjun-

tak (2016). 

Analisis 

pengaruh 

belanja modal, 

PMA dan 

angkatan kerja 

terhadap 

PDRB di 

Provinsi 

Jambi. 

Variabel bebas: 

belanja modal, 

PMA dan angkatan 

kerja. Variabel 

terikat: PDRB. 

Menggunakan 

metode analisis 

linier berganda. 

Belanja modal, PMA 

dan angkatan kerja 

pada tahun 

sebelumnya 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap PDRB di 

Provinsi Jambi, 

sedangkan belanja 

modal pada tahun 

sebelumnya tidak 

berpengaruh 

signifikan. 

5 Hanani 

Aprilia 

Adi, 

Analisis: 

Pengaruh 

Penanaman 

Variabel bebas: 

PMA dan PMDN. 

Variabel terikat: 

PMDN dan PMA 

berpengaruh positif 

dan signifikan 
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Syahlina 

(2020). 

Modal Dalam 

Negeri 

(PMDN) Dan 

Penanaman 

Modal Asing 

(PMA) 

terhadap 

Produk 

Domestik 

Regional Bruto 

(PDRB) di 

Provinsi 

Jambi. 

PDRB di Provinsi 

Jambi. 

Menggunakan 

model analisis 

regresi linear 

berganda dengan 

time series. 

terhadap PDRB di 

Provinsi Jambi. 

6 Khairunnis

a, Aris 

Soelistyo, 

dan Hendra 

Kusuma 

(2017). 

Pengaruh 

PMA, PMDN 

serta 

pengeluaran 

pemerintah 

terhadap 

PDRB di 

Kabupaten/Kot

a Provinsi 

Kalimantan 

Selatan tahun 

2011-2015. 

Variabel bebas: 

PMA, PMDN, dan 

pengeluaran 

pemerintah. 

Variabel terikat: 

PDRB di 

Kabupaten/Kota 

Provinsi 

Kalimantan Selatan 

tahun 2011-2015. 

Menggunakan 

metode analisis 

regresi data panel. 

PMA, PMDN, dan 

pengeluaran 

pemerintah 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap PDRB di 

Kabupaten/Kota 

Provinsi Kalimantan 

Selatan tahun 2011-

2015.  

7 Windi 

Wardani, 

Sri Endang 

Kornita, 

Taryono 

(2014). 

Analisis: 

Pengaruh 

Penanaman 

Modal Dalam 

Negeri 

(PMDN) Dan 

Penanaman 

Modal Asing 

(PMA) 

terhadap 

PDRB di 

Kabupaten 

Siak. 

Variabel bebas: 

PMA dan PMDN. 

Variabel terikat: 

PDRB di 

Kabupaten Siak. 

Menggunakan 

teknik analisis 

regresi linear 

berganda engan 

time series dengan 

time serie. 

PMDN dan PMA 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap PDRB di 

Kabupaten Siak 

tahun 2003-2012. 
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8 Mamai 

Maisaroh 

(2018). 

Pengaruh 

investasi, 

pengeluaran 

pemerintah, 

dan tenaga 

kerja terhadap 

PDRB 

Provinsi 

Banten. 

Variabel bebas: 

investasi, 

pengeluaran 

pemerintah, dan 

tenaga kerja. 

Variabel terikat: 

PDRB di Provinsi 

Jambi. 

Menggunakan 

metode regresi data 

panel dengan 

bantuan Eviews 8. 

Secara parsial dan 

simultan bahwa 

investasi, 

pengeluaran 

pemerintah, dan 

tenaga kerja 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap PDRB 

Provinsi Banten. 

9 Ahmad 

Jazuli 

Rahman, 

Aris 

Soelistyo, 

dan Samsul 

Hadi 

(2016). 

Pengaruh 

investasi, 

pengeluaran 

pemerintah, 

dan tenaga 

kerja terhadap 

PDRB 

Kabupaten/Kot

a di Provinsi 

Banten tahun 

2010-2014. 

Variabel bebas: 

investasi, 

pengeluaran 

pemerintah, dan 

tenaga kerja. 

Variabel terikat: 

PDRB  

Kabupaten/Kota di 

Provinsi Banten. 

Menggunakan 

metode penelitian 

regresi data panel. 

Investasi dan 

pengeluaran 

pemerintah secara 

parsial berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap PDRB, 

sedang tenaga kerja 

tidak signifikan 

terhadap PDRB. 

10 Heidy 

Menajang 

(2018). 

Pengaruh 

investasi dan 

tenaga kerja 

terhadap 

PDRB Kota 

Manado. 

Variabel bebas: 

investasi, dan 

tenaga kerja. 

Variabel terikat: 

PDRB Kota 

Manado. 

Menggunakan 

metode observasi 

wawancara. 

Variabel tingkat 

investasi dan tenaga 

kerja secara parsial 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

PDRB Kota 

Manado. 

11 Isaac 

Appiah-

Otoo, and 

Na Song 

(2021). 

The impact of 

ICT on 

economic 

growth-

Comparing 

rich and poor 

countries. 

Variabel bebas: 

ICT Variabel 

terikat: 

pertumbuhan 

ekonomi negara 

berpenghasilan 

tinggi, negara 

berpenghasilan 

menengah, dan 

Secara umum TIK 

meningkatkan 

pertumbuhan 

ekonomi di kedua 

negara 

berpenghasilan 

tinggi dan negara 

berpenghasilan 

rendah, namun 
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negara 

berpenghasilan 

rendah. 

Menggunakan 

metode analisis 

regresi data panel. 

negara-negara 

miskin cenderung 

mendapatkan lebih 

banyak dari revolusi 

TIK 

12 Jung and 

Lopez-

Bazo 

(2020). 

On the 

regional 

impact of 

boardband on 

productivity: 

The case of 

Brazil. 

Variabel bebas: 

ICT Variabel 

terikat: 

pertumbuhan 

ekonomi. 

Menggunakan 

metode analisis 

Ordinary Least 

Square (OLS) IV-

FE. 

Boardband 

mempengaruhi 

produktivitas Brazil 

dari tahun 207 

hingga 2011. 

13 Ghosh 

(2016). 

Does mobile 

telephony spur 

growth? 

Evidence from 

Indian states. 

Variabel bebas: 

ICT Variabel 

terikat: 

pertumbuhan 

ekonomi. 

Menggunakan 

metode GMM. 

Telepon seluler 

memacu 

pertumbuhan 

ekonomi India dari 

tahun 2001 hingga 

2012. 

14 Shahiduzza

man and 

Alam 

(2014). 

The long-run 

impact of 

information 

and 

communication 

technology on 

economic 

output: The 

case of 

Australia. 

Variabel bebas: 

ICT Variabel 

terikat: 

pertumbuhan 

ekonomi. 

Menggunakan 

metode OLS. 

TIK meningkatkan 

pertumbuhan 

ekonomi Australia. 

15 Vu, K.M. 

(2013). 

Information 

and 

communication 

technology 

(ICT) and 

Singapore's 

economic 

growth. 

Variabel bebas: 

ICT Variabel 

terikat: 

pertumbuhan 

ekonomi. 

Menggunakan 

metode FE GMM. 

TIK memiliki 

pengaruh pada 

pertumbuhan 

ekonomi Singapura 

dari tahun 1990 

hingga 2008. 
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Penelitian ini merupakan gabungan ide-ide penelitian terdahulu yang diperbarui 

baik dari sisi tempat penelitian, waktu penelitian, dan variabel yang digunakan 

terutama variabel TIK sebagai variabel baru yang akan diuji terhadap PDRB. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi dapat dilihat dari Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator penting untuk mengetahui kondisi 

ekonomi di suatu daerah dalam perode tertentu. Diantaranya melihat jumlah nilai 

barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di daerah. Adanya peran 

pemerintah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan belanja 

modal dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang 

dibiayai melalui pengeluaran pemerintah belanja daerah masing-masing provinsi. 

 

Beberapa teori lainnya seperti teori Adam-Smith, teori Ricardo, teori Keynesian 

dan teori Solow mengungkapkan bahwa adanya berbagai variabel bebas memiliki 

hubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel-variabel bebas tersebut dapat mempengaruhi besaran PDRB provinsi-

provinsi di Pulau Sumatera. Berdasarkan teori dan studi empiris yang telah 

dijelaskan dalam pendahuluan, maka peneliti menentukan kerangka pemikiran 

penelitian sebagai berikut: 

 

Gambar 5. Kerangka Pemikiran 

 

PMDN (X2) 

(+) 

Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) 

di provinsi-provinsi di 

Pulau Sumatera 

Belanja Modal (X1) 

(+) 

Tenaga Kerja (X3) 

(+) 

TIK (X4) 

(+) 
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D. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari sebuah parameter yang akan di uji pada 

masalah yang diteliti. Berdasarkan kajian dan studi empiris yang telah dijelaskan, 

penelitian ini merumuskan hipotesis sementara sebagai berikut: 

1. Diduga bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi-provinsi di Pulau 

Sumatera. 

2. Diduga bahwa PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi-provinsi di Pulau 

Sumatera. 

3. Diduga bahwa Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi-provinsi di Pulau 

Sumatera. 

4. Diduga TIK berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera.  

 



 
 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Data dan Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data 

sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, yaitu 

penyelesaian masalah didasarkan pada pengujian suatu teori yang tersusun atas 

variabel–variabel, diukur dengan bilangan-bilangan dan dianalisis dengan 

prosedur-prosedur statistik (Trijono, 2015). Pendekatan ini mementingkan adanya 

bentuk operasionalisasi dari masing-masing variabel dengan syarat mutlak yang 

harus dipenuhi berupa reabilitas atau konsistensi dari serangkaian pengukuran dan 

validasi yang benar untuk menentukan kualitas dari hasil penelitian dan kemampuan 

replikasi serta generasi penggunaan model penelitian lainnya yang sejenis. 

 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian yaitu data publikasi dari oleh 

lembaga-lembaga kredibel yang memiliki tanggung jawab langsung kepada 

pemerintah pusat seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan (DJPK) Republik Indonesia. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai 

variabel dependen (Variabel terikat), dan empat variabel independen (variabel 

bebas) seperti belanja modal, PMDN, tenaga kerja, dan TIK. Ruang lingkup 

penelitian mencakup provinsi-provinsi di Pulau Sumatera dengan menggunakan 

data 5 tahun yaitu 2015-2019. Data yang digunakan berupa data panel atau 

kombinasi dari data time-series (2015-2019) dengan data cross-section (10 provinsi 

di Pulau Sumatera). Sepuluh provinsi yang akan dijadikan objek penelitian adalah 

Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, 

Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. 
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Variabel bebas penelitian akan diaplikasikan pada data sekunder mengenai realisasi 

pengaruhnya terhadap PDRB di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2015-

2019. 

Tabel 3. Deskripsi Variabel, Satuan, Simbol, dan Sumber Data 

No Nama Variabel Satuan Simbol Sumber Data 

1 Produk Domestik 

Regional Bruto 

Persen LOGPDRB Badan Pusat 

Statistik (BPS) 

2 Belaja Modal Riil Persen LOGBM Direktorat Jenderal 

Perimbangan 

Keuangan (DJPK) 

Kementerian 

Keuangan Republik 

Indonesia 

3 PMDN Riil Persen LOGPMDN Badan Pusat 

Statistik (BPS) 

4 Tenaga Kerja Persen LOGTK Badan Pusat 

Statistik (BPS) 

5 TIK Persen TIK Badan Pusat 

Statistik (BPS) 

 

B. Definisi Variabel Operasional Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut 

(Sugiyono, 2007). Sementara, definisi operasional variabel adalah suatu definisi 

yang diberikan kepada suatu variabel dengan memberikan arti untuk 

menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang 

diperlukan untuk mengukur variabel tertentu (Nazir, 2001). Data penelitian terdiri 

dari variabel terikat (dependent variabel) yaitu Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB), dan empat variabel bebas (independent variabel) yaitu belanja modal, 

PMDN, tenaga kerja dan TIK. Untuk memperjelas serta mempermudah pemahaman 

terhadap variabel-variabel yang digunakan, maka digunakan definisi batasan 

variabel sebagai berikut: 

1. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
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di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. PDRB yang digunakan atas dasar harga 

konstan (tahun dasar 2010). Data PDRB merupakan data panel yang 

mengkombinasikan antara data lintas waktu (cross-section) dan data runtutan (time-

series) tahun 2015-2019 yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Varibel 

PDRB diubah menjadi bentuk logaritma dengan alasan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. Model logaritma bertujuan untuk melihat elastisitas variabel, dalam hal 

ini adalah variabel PDRB. Sehingga satuan model berubah dari bentuk miliar rupiah 

menjadi bentuk persen. 

 

2. Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah belanja modal, PMDN, tenaga kerja, dan TIK. 

a. Belanja Modal (X1) 

Belanja modal merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah untuk pengadaan 

aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 1 tahun untuk 

digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti peningkatan jalan, pembelian 

gedung dan pembelian tanah. Belanja modal yang digunakan adalah belanja modal 

riil untuk mencerminkan belanja modal terbebas dari inflasi. 

Belanja modal yang digunakan dalam penelitian: 
Belanja modal

PDRB Deflator
 

Belanja modal yang digunakan adalah belanja modal riil untuk mencerminkan 

belanja modal terbebas dari inflasi. Kemudian variabel belanja modal diubah 

menjadi bentuk logaritma bertujuan untuk melihat elastisitas variabel. Sehingga 

satuan model berubah dari bentuk miliar rupiah menjadi bentuk persen. Data 

belanja modal berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada provinsi-provinsi di Pulau 

Sumatera tahun 2015-2019. 

 

b. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (X2) 

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah aliran dana dari swasta atau pusat 

yang diwujudkan dengan pengadaan barang publik untuk menambah kemampuan 

memproduksi barang dan jasa yang tersedia baik berasal dari investasi asing 

maupun investasi dalam negeri (investasi swasta). 
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PMDN yang digunakan dalam penelitian: 
PMDN

PDRB Deflator 
 

PMDN yang digunakan adalah penanaman modal dalam negeri riil untuk 

mencerminkan penanaman modal bebas dari inflasi. Kemudian variabel Penanaman 

Modal Dalam Negeri diubah menjadi bentuk logaritma bertujuan untuk melihat 

elastisitas variabel. Sehingga satuan model berubah dari bentuk miliar rupiah 

menjadi bentuk persen. Data PMDN berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 

provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2015-2019.  

 

c. Tenaga Kerja (X3) 

Tenaga kerja yang digunakan adalah tenaga kerja yang bekerja. Tenaga kerja yang 

dimaksud adalah setiap orang yang mampu menghasilkan barang dan/atau jasa 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun untuk masyarakat. 

Tenaga kerja yang digunakan: jumlah tenaga kerja yang bekerja  

Data tenaga kerja berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada provinsi-provinsi 

di Pulau Sumatera tahun 2015-2019. Satuan yang digunakan pada model ini adalah 

model logaritma bertujuan untuk melihat elastisitas variabel tenaga kerja, sehingga 

satuannya berubah menjadi persen (%) 

 

d. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (X4) 

TIK adalah peralatan teknis yang digunakan untuk memproses dan menangani 

informasi, dan membantu komunikasi melalui perpaduan teknologi komputer dan 

teknologi dengan menggunakan cara-cara inovatif untuk menyediakan 

penggunanya kepada akses informasi. TIK yang dipakai dalam penelitian ini berupa 

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK). Di mana, IP-

TIK dapat mengukur standar tingkat pembangunan TIK suatu wilayah pada suatu 

daerah. Kemunculan TIK dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan 

dilaksanakan secara cepat, tetap dan akuran, sehingga akhirnya akan dapat 

meningkatkan produktivitas kerja. TIK disusun berdasatkan metode dari buku 

Measuring Information Society 2016 yang dipublikasikan oleh International 

Telecommunication Union (ITU). TIK didapat dari rumus:  

TIK = 0,4 sub-akses + 0,4 sub-penggunaan + 0,2 sub-keahlian 
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Data TIK berasal dari BPS pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2015-

2019. Satuan yang digunakan dalam variabel ini adalah persen (%). 

 

C. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

statistik deskriptif kuantitatif menggunakan regresi data panel, dengan 

menggunakan program Eviews sebagai alat bantu pengolahan data. Analisis data 

panel adalah analisis gabungan antara data time-series dengan data cross-section. 

Menurut Gujarati (2003) penggunaan data panel memiliki kelebihan dibanding 

menggunakan data cross-section dan time-series saja, yaitu: 

1. Dengan mengkombinasikan data time-series dan data cross-section, data panel 

memberikan data yang lebih informatif, lebih variatif, mengurangi kolinearitas 

antar variabel, derajat kebebasan yang lebih banyak, dan efisiensi yang lebih 

besar.  

2. Dengan mempelajari bentuk cross-section berulang-ulang dari  observasi, data 

panel lebih baik untuk mempelajari dinamika perubahan.  

3. Data panel dapat mendeteksi lebih baik dalam mengukur efek-efek yang tidak 

dapat diobservasi dalam cross-section maupun data time-series murni. 

4. Data panel memungkinkan untuk dipelajarinya model perilaku yang lebih rumit. 

Sebagai contoh, fenomena seperti economies of scale dan perubahan teknologi 

yang dapat dilakukan lebih baik dengan data panel daripada cross-section murni 

maupun data time-series murni. 

Taylor (1980) menjelaskan bahwa batasan minimum yang dipertimbangkan dalam 

estimasi dari data panel adalah T = 3 dan (N-k) = 9, dengan T adalah time-series, N 

adalah cross-section, dan k adalah jumlah variabel independen. 

  



46 

 

D. Prosedur Analisis Data 

1. Metode Estimasi Regresi Data Panel 

Penggunaan metode estimasi data panel meupakan gabungan data data time-series 

dan cross-section. Persamaan model dengan menggunakan data time-series sebagai 

sebagai berikut:  

Yt = β0 + β1Xt + β2Xt + β3Xt + β4Xt + 𝜀t  t = 1, 2, 3, …, T. 

Dimana T adalah banyaknya waktu. 

Persamaan model dengan menggunakan data cross-section sebagai sebagai berikut:  

Yi = β0 + β1Xi + β2Xi + β3Xi + β4Xi + 𝜀i  i = 1, 2, 3, …, N 

Dimana N adalah banyaknya observasi. 

Berikut model yang dibangun dalam penelitian ini: 

LOGPDRBit = β0 + β1 BMit + β2 PMDNit + β3 TKit + β4 TIKit + 𝜀it 

Dimana: 

LOGPDRB = Logaritma PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) (persen) 

LOGBM = Logaritma Belanja Modal riil (persen) 

LOGPMDN = Logaritma Penanaman Modal Dalam Negeri riil (persen) 

LOGTK = Log Tenaga Kerja (Persen) 

TIK  = Teknologi Infrormasi dan Komunikasi (persen) 

𝜀    = Error Terms 

i   = 1, 2, 3, 4, …, i, menunjukkan jumlah lintas individu (cross-section) 

t  = 1, 2, 3, 4, …, t, menunjukkan dimensi runtut waktu (time series) 

β0   = menunjukkan konstanta (intercept) 

β1, β2, β3 dan β4 = menunjukkan koefisien regresi dari masing-masing variabel 

 

Berikut penjelasan masing-masing metode analisis data panel tersebut: 

a. Common Effect Model (CEM) 

Model CEM merupakan model yang sangat sederhana karena hanya 

mengkombinasikan data runtut waktu (time series) dan data lintas individu 

(cross section) dengan tidak memperhatikan dimensi runtut waktu maupun 

dimensi lintas individu. Diasumsikan bahwa tidak ada heterogenitas antar 

individu yang tidak terobservasi. 

Adapun bentuk utama dari Common Effect Model (CEM) (Gujarati, 2013): 
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Yit = β0 + β1 X1it + β2 X2it + β3 X3it + 𝜀it   (3.1) 

Dimana: 

Yit       = Variabel terikat individu ke-i dan tahun ke-t 

X1it, X2it, X3it     = Variabel bebas individu ke-i dan tahun ke-t 

ε       = Error Terms 

i = 1, 2, 3, 4, …, i, menunjukkan jumlah lintas individu (cross  

   section) 

t = 1, 2, 3, 4, …, t, menunjukkan dimensi runtut waktu (time series) 

β0  = menunjukkan konstanta (intercept) 

β1, β2 dan β3 = menunjukkan koefisien regresi dari masing-masing variabel 

 

b. Fixed Effect Model (FEM) 

Model FEM merupakan model yang mengasumsikan bahwa perbedaan antar 

individu diakomodasikan dari perbedaan intersepnya. Model FEM didasarkan 

pada adanya intersep, namun intersepnya sama antar waktu. Untuk 

mengestimasi data panel FEM menggunakan tenik variabel dummy untuk 

menangkap intersep. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik Least 

Squares Dummy Variabel (LSDV).  

Bentuk persamaan model Linear Fixed Effect Model (FEM) (Gujarati, 2013) 

sebagai berikut: 

Yit = β0 + β1 X1it + β2 X2it + 𝜀it  (3.2) 

Dimana: 

Yit       = Variabel terikat individu ke-i dan unit waktu ke-t 

X1 it dan X2 it    = Variabel terikat individu ke-i dan unit waktu ke-t 

ε       = Error Terms 

i   = 1, 2, 3, 4, …, i, menunjukkan jumlah lintas individu (cross 

   section) 

t = 1, 2, 3, 4, …, t, menunjukkan dimensi runtut waktu (time series) 

β0  = menunjukkan konstanta (intercept) 

β1, β2 dan β3 = menunjukkan koefisien regresi dari masing-masing variabel 
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Sementara, bentuk persamaan model Dummy Fixed Effect Model (FEM) sebagai 

berikut: 

Yit = β0 + β1 X1it + β2 X2it + β3 D1i + β4 D2i + β5 D3i + 𝜀it  (3.3) 

Dimana: 

Yit      = Variabel terikat individu ke-i dan unit waktu ke-t 

X1 it dan X2 it    = Variabel terikat individu ke-i dan unit waktu ke-t 

D1, …, Dn        = 1 berarti lintas individu yang berpengaruh, 0 berarti lintas  

individu  

ε        = Error Terms 

i    = 1, 2, 3, 4, …, i, menunjukkan jumlah lintas individu (cross 

   section) 

t = 1, 2, 3, 4, …, t, menunjukkan dimensi runtut waktu (time series) 

β0  = menunjukkan konstanta (intercept) 

β1, β2 dan β3 = menunjukkan koefisien regresi dari masing-masing variabel 

 

c. Random Effect Model (REM) 

Model REM merupakan model yang digunakan untuk memperbaiki inefisiensi 

prose least dengan memperhitungkan eror dari cross section dan time series. 

Estimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan 

antar waktu dan antar individu. Pada model REM perbedaan intersep 

diakomodasi oleh error terms masing-masing. Keuntungan REM yakni 

menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan Error 

Component Model (ECM) atau Teknik Generalized Least Square (GLS). 

Yit = β0i + β1 X1it + β2 X2it +𝜀it   (3.4) 

Dimana: 

Yit  = Variabel terikat individu ke-i dan unit waktu ke-t 

X1 it, X2 it = Variabel terikat individu ke-i dan unit waktu ke-t 

ε  = Error Terms 

i = 1, 2, 3, 4, …, i, menunjukkan jumlah lintas individu (cross-section) 

t = 1, 2, 3, 4, …, t, menunjukkan dimensi runtut waktu (time series) 

β01 = menunjukkan konstanta (intercept) 

β1, β2 = menunjukkan koefisien regresi dari masing-masing variabel  
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2. Pemilihan Metode Regresi Data Panel 

Pemilihan metode data panel dilakukan pada tiga model untuk menghasilkan 

model terbaik, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), 

dan Random Effect Model (REM). Pemilihan metode menggunakan Uji Chow 

untuk menentukan apakah model CEM atau FEM yang terbaik. Jika Uji Chow 

diperoleh model FEM, maka dilakukan Uji Hausman untuk menentukan apakah 

model FEM atau REM yang terpilih. Namun, jika Uji Chow diperoleh model 

CEM, maka dilakukan Uji Lagrange Multiplier (LM) untuk menentukan apakah 

model CEM atau REM yang terpilih.  

a. Uji Chow 

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model apakah Common Effect Model 

(CEM) ataukah Fixed Effect Model (FEM) yang paling tepat digunakan dalam 

mengestimasi data panel.  

Adapun hipotesis yang dibentuk dalam Uji Chow adalah sebagai berikut: 

Ho = tidak ada beda (CEM) 

Ha = ada beda (FEM) 

Dimana: 

H0 : P-value > α, menerima H0 artinya model yang lebih baik digunakan adalah 

Common Effect Model (CEM). 

Ha :  P-value < α, menolak H0 artinya model yang lebih baik digunakan adalah  Fixed 

Effect Model  (FEM). 

 

b. Uji Hausman 

Uji Hausman digunakan untuk pemilihan model yang paling baik antara FEM 

(Fixed Effect Model) yang dibandingkan terhadap REM (Random Effect Model) 

(Gujarati & Porter, 2009). Uji Hausman ini didasarkan pada ide bahwa Least 

Square Dummy Variabel (LSDV) dalam metode Fixed Effect Model (FEM) dan 

Generalized Least Square (GLS) dalam metode Random Effect Model (REM) 

adalah efisien. Sedangkan Ordinary Least Square (OLS) dalam model Common 

Effect Model (CEM) tidak efisien. 

Adapun hipotesis yang dibentuk dalam Uji Hausman adalah sebagai berikut: 

Ho = OLS tidak efisien (REM) 

Ha = OLS efisien (FEM) 
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Dimana: 

H0 : P-value > α, menerima H0 artinya model yang lebih baik digunakan adalah 

Random Effect Model (REM). 

Ha :  P-value < α, menolak H0 artinya model yang lebih baik digunakan adalah  Fixed 

Effect Model  (FEM). 

 

c. Uji Lagrange Multiplier (LM) 

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk pemilihan model yang paling baik 

antara model Random Effect Model (REM) dengan Common Effect Model (CEM). 

Uji signifikansi REM dikembangkan oleh Breush Pagan dengan melihat 

berdasarkan pada nilai residual dari model CEM. 

Menurut Gujarati (2013), hipotesis yang dibentuk dalam Uji Lagrange Multiplier 

sebagai berikut:  

Ho = tidak ada model REM (CEM) 

Ha = ada model REM (REM) 

Dimana: 

H0 : P-value > α, menerima H0 artinya model yang lebih baik digunakan adalah 

Common Effect Model (CEM). 

Ha :  P-value < α, menolak H0 artinya model yang lebih baik digunakan adalah  

Random Effect Model (REM). 

 

3. Uji Asumsi Klasik 

Tujuan dari pengujian asumsi klasik adalah agar estimasi OLS yang tersedia 

menjadi yang terbaik. Syarat-syarat yang harus dipenihi yakni tidak bias, linear, dan 

memiliki varian yang minimum (Best Linier Unbiased Estimator). Untuk 

mengetahui menyimpang atau tidaknya model estimasi yang telah dibuat, maka 

diperlukan uji normalitas residual, uji multikolinearitas, uji heteroskedatisitas, dan 

uji autokorelasi.  

a. Uji Normalitas Residual 

Uji normalitas residual digunakan untuk mengetahui apakah residu yang ada pada 

pengolahan data tersebar secara normal atau tidak. Uji normalitas residual yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang dikembangkan oleh Jarque-

Bera dengan cara membandingkan nilai Jarque-Bera dengan Chi-Square tabelnya.  
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Hipotesis yang dibentuk dalam Uji Normalitas Residual sebagai berikut:  

Ho = residu tersebar normal 

Ha = residu tersebar tidak normal 

 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui hubungan linear variabel bebas 

(variabel independen) di dalam regresi berganda. Variabel independen yang tidak 

menunjukkan adanya koefisien korelasi satu sama lain merupakan model regresi 

yang baik. Jika nilai koefisien korelasi semakin membesar maka diduga ada 

multikolinieritas (Gujarati & Sangeetha, 2007). Dalam pengujian ini akan 

dilakukan metode variance infiation factor (VIF) apabila didapatkan nilai 

koefisien korelasi yang mendekati adanya multikolinearitas. Salah satu ciri 

adanya gejala multikolinearitas adalah model mempunyai koefisien determinasi 

yang tinggi (R2) diatas 0,80, tetapi hanya sedikit variabel independen yang 

mempengaruhi variabel dependen secara signifikan bila melalui Uji T (Gujarati, 

2013). 

 

Untuk mendeteksi apakah variabel yang digunakan mengandung multikolinieritas,  

dapat dilihat dengan 2 cara, sebagai berikut: 

a) Suatu model dikatakan mengandung multikolinieritas ciri pertamanya yaitu nilai 

R2 yang tinggi tapi hanya memiliki sedikit variabel yang signifikan.  

b) Variance Inflation Factor (VIF) 

VIF dikatakan mengandung multikolinieritas atau tidak dapat dilihat pada: 

• Multikolinieritas Rendah, dikatakan rendah apabila nilai VIF yaitu rentan 

nilai antara 1 hingga 5 (1 ≤ VIF ≤ 5). 

• Multikolinieritas Sedang, dikatakan sedang apabila nilai VIF yaitu rentan 

nilai antara 5 hingga 10 (5 ≤ VIF ≤ 10). 

• Multikolinieritas Tinggi, dikatakan tinggi apabila nilai VIF kurang lebih  

sama dengan 10 (VIF ≥ 10). 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik. Heteroskedastisitas sendiri adalah ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi (residu tidak 

seragam). Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya 

gejala heteroskedastisitas.  

Hipotesis yang dibentuk dalam Uji Normalitas Residual sebagai berikut:  

Ho = homoskedastisitas (residu seragam) 

Ha = heteroskedastisitas (residu tidak seragam) 

Dimana: 

• Obs*R-square < 0,05, artinya ada heteroskedastisitas. 

• Obs*R-square > 0,05, artinya tidak ada heteroskedastisitas. 

H0 : Chi-square hitung < Chi-square tabel, H0 diterima artinya model bersifat 

Homokedastisitas. 

Ha : Chi-square hitung > Chi-square tabel, H0 diterima artinya model bersifat 

Heteroskedastisitas. 

 

d. Uji Autokorelasi 

Secara harfiah autokorelasi berarti adanya korelasi antara anggota observasi satu 

dengan observasi lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya dengan asumsi 

metode OLS, autokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel gangguan 

dengan variabel gangguan yang lain. Sedangkan salah satu asumsi penting metode 

OLS berkaitan dengan variabel gangguan adalah tidak adanya hubungan antara 

variabel gangguan satu dengan variabel gangguan yang lain. Banyak metode yang 

digunakan dalam menguji masalah autokorelasi. Salah satu uji yang populer 

digunakan adalah metode yang dikemukakan oleh Durbin-Watson (d) dengan 

model sederhana sebagai berikut: 

Yt = 𝛽0 + 𝛽1Xt + et 

Hubungan antara variabel gangguan et hanya tergantung pada variabel gangguan 

sebelumnya (et – 1). 
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Untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar error term dalam metode 

Durbin-Watson yaitu dengan cara membandingkan nilai statistik hitung (d) dengan 

nilai kristis dL dan dU  pada taraf signifikan α = 5% atau 0,05. Dalam hal ini, 

hipotesis pendugaan masalah autokorelasi adalah sebagai berikut:  

Tabel 4. Uji Autokorelasi Durbin-Watson 

Nilai Statistik (d) Hasil 

0 < d < dL Tolak H0; adanya autokorelasi positif 

dL < d < dU Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan 

dU < d < 4 – dU Gagal tolak H0; tidak ada autokorelasi positif/negatif 

4 - dU < d < 4 – dL 
Daerah keragu-raguan; tidak ada ke                                                   

putusan 

4 - dL < d < 4 Tolak H0; adanya autokorelasi negatif 

Sumber: Agus Widarjono, 2013 

 

Uji Durbin-Watson (DW) memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungan dari 

Uji DW pada residual adalah bahwa setiap program komputer untuk regresi selalu 

memberikan informasi statistik. Adapun kelemahan yaitu Uji DW hanya berlaku 

jika variabel independen bersifat random atau stokastik, hanya berlaku jika 

hubungan aautokorelasi antar residual dalam order pertama AR (1), dan Uji DW 

tidak bisa digunakan dalam kasus rata-rata bergerak dari residual yang kebih tinggi. 

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, maka Breusch dan Godfrey juga 

mengembangkan uji autokorelasi yang lebih umum dengan sebutan Uji Lagrange 

Multiplier (LM) (Breusch dan Godfrey, 1978). Sebagaimana Uji DW, Uji Lagrange 

Multiplier (LM) memiliki hipotesis sebagai berikut: 

H0 = tidak ada autokorelasi 

Ha = ada autokorelasi 

Penentuan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari: 

• Jika Obs*R-square > Chi-squaretable maka model tidak mengandung autokorelasi 

• Jika Obs*R-square < Chi-squaretable maka model mengandung autokorelasi 

Selain dari, masalah autokorelasi dapat dilihat dari nilai probabilitas Chi-square. 

• Bila prob. Chi-square > α (5%), maka H0 gagal ditolak, artinya tidak terdapat 

autokorelasi. 

• Bila prob. Chi-square < α (5%), maka H0 ditolak, artinya terdapat autokorelasi 

(Gujarati, 2007). 
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4. Pengujian Hipotesis 

a. Uji T-Statistik (Uji Signifikansi Parsial) 

Menurut Gujarati (2013), uji signifikansi parsial (uji T-Statistik) melihat pengaruh 

antara variabel bebas (independent variable) terhadap variabel terikat (dependent 

variable) secara individual. Pengujian hipotesis koefisien regresi dengan 

menggunakan uji signifikansi parameter individual pada tingkat kepercayaan 95% 

dengan derajat kebebasan [df = (n-k)]. Pengujian ini berdasarkan pada nilai positif 

signifikan atau negatif signifikan. 

Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

➢ Uji T untuk Belanja Modal 

• H0(1) : β1 ≤ 0 

Belanja modal berpengaruh negatif dan siginifikan terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. 

• Ha(1) : β1 > 0  

Belanja modal berpengaruh positif dan siginifikan terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. 

➢ Uji T untuk PMDN 

• H0(2) : β2 ≤ 0 

PMDN berpengaruh negatif dan siginifikan terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. 

• Ha(2) : β2 > 0  

PMDN berpengaruh positif dan siginifikan terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. 

➢ Uji T untuk Tenaga Kerja 

• H0(3) : β3 ≤ 0  

Tenaga kerja berpengaruh negatif dan siginifikan terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. 

• Ha(3) : β3 > 0  

Tenaga kerja berpengaruh positif dan siginifikan terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. 

➢ Uji T untuk TIK 
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• H0(4) : β4 ≤ 0  

TIK berpengaruh negatif dan siginifikan terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. 

• Ha(4) : β4 > 0  

TIK berpengaruh positif dan siginifikan terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. 

 

Keputusan untuk menolak atau gagal menolak H0 sebagai berikut : 

▪ Jika nilai tstatistik > nilai ttabel  maka Ha diterima atau H0 ditolak, artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB). 

▪ Jika nilai tstatistik < nilai ttabel  maka H0 diterima atau Ha ditolak, artinya tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB). 

 

b. Uji T-Statistik (Uji Signifikansi Bersama-sama)  

Uji F merupakan uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel 

bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Uji F-Statistik juga 

dapat menguji apakah model regresi yang kita buat baik/signifikan atau tidak 

baik/non signifikan. Uji F dilakukan dengan membandingkan Fstatistik dengan Ftabel.  

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

H0 = β1= β2 = β3 = β4 = 0 

Ha = paling tidak ada 1 koefisien yang  ≠ 0  

Keputusan untuk menolak atau gagal menolak H0 sebagai berikut : 

• Jika nilai tstatistik > nilai ttabel  atau P-value < α (0,05) maka Ha diterima, variabel 

bebas yang bersangkutan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

• Jika nilai tstatistik < nilai ttabel atau P-value > α (0,05) maka Ha ditolak, variabel 

bebas yang bersangkutan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat. 

 

c. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengujian 

variabel bebas dapat menerangkan dengan baik variabel terikat. Koefisien 
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Determinasi merupakan angka yang memberikan proporsi atau persentase variasi 

total dalam variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas (Gujarati, 2013). 

Dalam hal ini variabel terikatnya adalah pertumbuhan ekonomi Provinsi di Pulau 

Sumatera, dan variabel terikatnya adalah belanja modal, kredit perbankan dan 

angkatan kerja. Besaran Koefisien Determinasi berkisaran antara 0 sampai 1 (0 < 

R2 < 1). Jika R2 semakin mendekati satu, maka model tersebut baik dan berpengaruh 

antara variabel dependen semakin kuat. 

 

  



 
 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas, diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), tenaga kerja, dan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) secara individu atau secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2015-2019. Sementara 

belanja modal secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi-provinsi di Pulau 

Sumatera tahun 2015-2019. Sedangkan jika diuji bersama-sama, hasilnya 

menunjukkan bahwa belanja modal, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), 

tenaga kerja, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di 

provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2015-2019. Seluruh pengujian telah 

memenuhi asumsi klasik. 

 

2. Belanja mdoal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian 

ini sesuai dengan hipotesisi yang digunakan yaitu berpengaruh positif terhadap 

PDRB. Tidak signifikannya belanja modal dapat sebabkan karena tidak tepatnya 

alokasi belanja modal sehingga tidak berpengaruh langsung terhadap 

peningkatan PDRB. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Humiang (2015) yang menyatakan adanya hubungan positif dan tidak 

signifikan pada belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado.  
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3. Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDBR) pada tingkat signifikansi 

5%. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang digunakan yaitu 

berpengaruh positif terhadap PDRB. Tidak signifikannya PMDN dapat 

disebabkan kurang optimalnya penyaluran modal bagi pembangunan daerah. 

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Adi 

(2020), Khairunnisa (2017) dan Wardani (2014) yang juga menyatakan bahwa 

adanya pengaruh positif dan signifikan PMDN terhadap Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB). 

 

4. Hasil regresi menunjukkan bahwa Tenaga Kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada sebesar 

0,658779 dengan nilai dengan probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari pada 

taraf signifikan 5% yang berarti bahwa TK berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi-provinsi di Pulau 

Sumatera. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mubaroq 

(2014), penelitian Nizar, dkk (2014) dan penelitian dari Rustiono (2014) yang 

menjelaskan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

 

5. Hasil regresi menunjukkan bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) sebesar 0,047650 dengan probabilitas sebesar 0,0007 lebih kecil dari 

pada taraf signifikan 5% yang berarti bahwa TIK berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di provinsi-

provinsi di Pulau Sumatera. Penelitian ini sejalan dengan hasil empiris yang 

dilalkukan oleh Jung dan Lopez-Bazo (2020), Ghosh (2016), dan 

Shahiduzzaman dan Alam (2014) yang menyatakan adanya hubungan antara 

TIK dalam bentuk boardband, telepon seluler, hingga TIK itu sendiri terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 
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B. Saran 

1. Pemerintah daerah harus menambah anggaran belanja modal pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan tetap mengupayakan peningkatan 

belanja modal dalam bentuk aset peralatan dan mesin, gedung dan bangunan 

serta jalan, irigasi dan jaringan. Dan menjaga alokasi belanja modal tetap pada 

skala prioritas untuk pembangunan infrastruktu/sarana dan pelayanan publik dan 

lain sebagainya agar lebih dapat menopang pertumbuhan ekonomi lewat 

peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 

 

2. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan investasi penanaman modal dalam 

negeri melalui berbagai macam kebijakan seperti menjaga sistem politik dan 

keamanan negeri sehingga menjadi nilai tambahdi mata investor, memperbaiki 

stabilitas ekonomi, memperbaiki sarana dan prasarana seperti infrastruktur fisik 

maupun non fisik, mempermudah peraturan dalam berinvestasi sehingga 

meningkatkan kesempatan kerja, memperhatikan iklim usaha yang kondusif 

bagi perkembangan investasi di daerah, dan daerah penerima investasi perlu 

memberikan pelayanan yang layak pada investor agar para investor tetap tertarik 

menanamkan modalnya. Serta pembangunan infrastruktur yang merata dapat 

membuat semakin banyak investor yang ingin ikut serta memajukan daerah 

tersebut. 

 

3. Hal-hal yang menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya peningkatan tenaga 

kerja bukan hanya dari segi kuantitas, tetapi dari segi kualitas tenaga kerja lebih 

utama. Kualitas tenaga kerja yang baik dapat meningkatkan produksi. 

Pemerintah memberikan dukungan dari segi pendidikan dan kesehatan, serrta 

memberikan pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan skill tenaga kerja. 

Dalam medndorng peningkatan produktivitas idealnya menjadi agenda prioritas 

pembangunan daerah melalui perencanaan pembnagunan SDM. 

  

4. Meningkatkan pembangunan teknologi infomasi dan komunikasi (TIK) pada 

masing-masing provinsi di Pulau Sumatera. Pemerintah harus siap menghadang 

hambatan yang mungkin saja terjadi pada pengembangan TIK dengan cara 

mengembangkan SDM, menyediakan infrastruktur penunjang TIK, dan 
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mempersiapkan manajemen pengelolaan sehingga diharapkan kemajuan TIK 

dapat memudahkan efektivitas kinerja dalam meningkatkan PDRB. 
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